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KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah
Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah
Kalimantan Utara dalam mendorong pengelolaan lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan
integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan
kapasitasdan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar,
fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tataguna lahan
berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah
lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait isu perlindungan dan pengelolaan
gambut berkelanjutan.

Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) menjadi salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai salah satu model perlindungan dan penge- lolaan
gambut yang berbasis partisipasi masyarakat desa. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, ada 16
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang melintasi batas-batas administrasi Desa, Kecamatan bahkan
Kabupaten/Kota. Dengan mendorong implementasi dan penerapan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)
di lanskap gambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur, maka diharapkan mengintegrasikan
berbagaiindikator dantarget pembangunan desa yang ramah lingkungan dan peduli gambut.

Untuk mendukung implementasi DPMG di Propinsi Kalimantan Timur, GIZ melakukan studi
Konsep Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DPMPG). Studi ini dilakukan dibeberapa desa yang
berada dalam lanskap gambut Mahakam Tengah, yang diharapkan akan dapat menjadi model untuk
pendampingan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Pada dasarnya, studi ini melaksanakan asesmen
terkait dengan berbagaiindikator program pembangunan desa yang sudah ada khususnya Indeks Desa
Membangun (IDM), SDGs Desa, dan program lainnya.

Dengan demikian, maka hasil studi menggambarkan tentang berbagai potensi desa-desa yang ada
di lanskap Mahakam Tengah dan sekaligus juga menjadi dasar untuk desain konseptual tentang program
Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dengan menggabungkan berbagaiindikator pembangunan desa.

Sebagai sebuah studi yang berorientasi konseptual dan praktis, maka studi ini merupakan suatu
inisiatif untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan pembangunan desa dengan memfokuskan kepada
perlindungan dan pengelolaan gambut di desa. Publikasi ini diharapkanjuga dapat menjadireferensi dari
berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
dalamrangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar

Principal Advisor
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BAB |: PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu momentum
yang sangat penting dalam rangka mencapai misi reformasi Desa yang lebih kuat, lebih maju, serta
demokratis. Paradigma lama yang melihat Desa hanya sebagai wilayah administrasi ataupun asosiasi
masyarakat dengan hak-hak terbatas telah berubah, dan diganti dengan nilai baru yang memandang
Desa yaitu sebagai unit pemerintahan terkecil dengan kewenangan dan otoritas khusus.

Penerapan asas rekognisi-subsidiaritas sebagai asas utama telah bisa mendorong perubahan
yang signifikan dan bertahap di Desa, sebagai pilar penting yang menggantikan asas desentralisasi-
residualitas menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005.Melalui penerapan dari asas desentralisasi-residualitas, maka Desa ini hanya sebatas
wilayah administrasi saja dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan merujuk kepada
penerapan asas rekognisi-subsidiaritas ini, maka Desa diakui dengan ditempatkan sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dengan kata lain, maka negara mengakui dan menghormati keberadaan dari institusi Desa
termasuk hak tradisional, hak asal usul, dan prakarsa Desa. Pengakuan dan penghormatan terhadap
Desa ini, juga disertai dengan amanat negara berupa kewenangan dalam bidang Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengakuan juga terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan kepada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara filosofis, maka pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk Desa dan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan warga masyarakat. Yaitu
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Proses pembangunan Desa ini harus dapat memperhatikan tipologi Desa mencakup situasi
maupun realitas karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa, serta
perubahan atau kemajuan pembangunan Desa. Capaian utama dari pembangunan Desa ini adalah
terwujudnya Desa yang maju, yaitu yang memiliki kemampuan menyelenggarakan pembangunan
Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan
ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat sedikitnya tujuh puluh tujuh Desa terindikasi
berada dalam kawasan ekosistem gambut dimana lebih dari separuhnya berada di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Sisanya sebanyak 24 Desa berada di Kabupaten Kutai Barat, 2 (dua) Desa di Kabupaten
Kutai Timur, 6 (enam) Desa di Kabupaten Berau sementara di Kabupaten Paser terdapat 5 (lima) Desa.
Ekosistem gambut adalah merupakan susunan unsur-unsur gambut yang merupakan satu kesatuan
utuh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/
MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional,
maka Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luasan gambut kurang lebih 342.350 Ha yang berada
dalam 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Yang dimaksud dengan KHG adalah suatu ekosistem
gambut yang terletak di antara dua sungai, ataupun di antara sungai dengan laut dan/atau di rawa.
Gambut sendiri merupakan bahan organik yang terjadi secara alami dari sisa tumbuhan yang terde-
komposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 sentimeter atau lebih yang terakumulasi dirawa.
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Selama tiga dekade terakhir telah terjadi tekanan pembangunan yang berlebihan di lanskap
ekosistem gambut ini, yang menyebabkan dampak dan fenomena kerusakan lingkungan yang relatif
besar. Dampak ini antara lain yaitu kabut asap dari pembakaran lahan gambut di musim kemarau,
kejadian banjir yang semakin sering, serta penurunan hasil tangkapan ikan air tawar sebagai mata
pencaharian utama masyarakat adalah contoh dari akibat kerusakan lahan gambut ini. Tentunya hal
ini semakin mempersulit upaya berbagai Desa yang berada di dalam ekosistem gambut untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target menjadi Desa yang maju.

Desa saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah setelah dikeluarkannya Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam rangka menuju Desa yang lebih kuat,
lebih maju, maju, dan demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Harapan terhadap
pengelolaan aset Desa yang dapat memberikan kesejahteraan bersama menjadi tantangan tersendiri.
Karena adanya kendala terkait keterbatasan kapasitas Desa untuk menata seluruh potensi sumber
daya lokal tersebut, selain jga tantangan terkait keterbatasan akses masyarakat terhadap berbagai
faktor produksi yang masih besar.

UU Desa dalam konteks ini tidak hanya untuk memperkuat kewenangan Desa, tetapi juga
mendorong inisiatif Desa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Walau
pun juga ada peluang untuk membangun sinergi di antara praktik pengelolaan berbasis masyarakat
dan mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui kegiatan penataan otoritas lokal skala Desa.
Hal ini karena berbagai Desa yang berada di kawasan ekosistem gambut yang memiliki karakteristik
yang mungkin sangat berbeda secara signifikan dengan Desa dalam tipe ekosistem lainnya.

Hal ini dapat mendorong hadirnya inisiatif Desa, untuk lebih mengembangkan sumber daya
lokal di kawasan lahan gambut secara lebih produktif dan berkelanjutan. Inisiatif ini tentunya akan
dapat berkontribusi kepada target agenda global penurunan emisi atau pencapaian target komitmen
nasional Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 29 persen sendiri atau
sampai 41 persen melalui dukungan dan kerjasama internasional dalam tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan target konservasi gambut sebagai prioritas dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Prioritas ini berada
dalam lingkup tiga prioritas yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana
dan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Prioritas tersebut menargetkan pembentukan 375
Desa Mandiri Peduli Gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, termasuk inisiasi 300 Desa
Mandiri Peduli Gambut di 12 provinsi yang bukan prioritas restorasi gambut. Provinsi Kalimantan
Timur adalah merupakan salah satu dari dua belas provinsi yang termasuk non-prioritas tersebut,
yang juga telah ditargetkan sebagai kawasan untuk memulihkan lahan gambut dari degradasi.

Perspektif baru tentang Desa juga memberikan peluang bagi visi reformasi Desa. Anggaran
pembangunan yang ditransfer langsung ke Desa akan dapat menjadi sumber daya baru untuk Desa
yang dapat dikelola secara mandiri. Desa telah menjadi subjek yang diharapkan mampu berinisiatif
dalam mengembangkan aset lokal, selain mengembangkan berbagai sumber penghidupan bersama
untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa. Walau demikian, tantangan utamanya adalah bagaimana
mengarusutamakan isu-isu tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa.
Termasuk tentang isu terkait meningkatkan kapasitas Perangkat Desa sekaligus juga meningkatkan
partisipasi masyarakat Desa.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas, maka proyek pengelolaan dan rehabilitasi
gambut dan lahan basah melalui dukungan GIZ telah berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka
mendorong Desa memiliki kemampuan mengelola gambut dan sumber daya alamnya secara lebih
berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka kegiatan assessment dan scoping study ini dilakukan untuk
memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai salah satu input serta masukan dalam
merancang konsep Desa Mandiri Peduli Gambut beserta pendekatan strategis terhadap Desa-Desa
yang berada di ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Timur.
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l.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, tujuan dari studi ini adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data
maupun studi lapangan dalam kerangka pengembangan konsep, desain dan strategi pendekatan dari
Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya dikembangkan
melalui dukungan dari proyek GIZ PROPEAT.

Secara khusus, maka juga disusun beberapa tujuan khusus yang nantinya akan berkontribusi
kepada pencapaian tujuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman tentang tingkat kapasitas aparat Desa dan pendamping Desa di
kawasan ekosistem gambut dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan
kepada tipologi Desa;

2. Mengidentifikasi kebijakan dan program dari supra Desa atau pihak lain yang telah dilaksanakan
termasuk dampak atau yang akan dikembangkan di tingkat Desa;

3. Menganalisa kebijakan Pemerintah (pusat dan/atau daerah) yang diperlukan terkait dengan
regulasi (namun tidak terbatas kepada) pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat,
rencana tata ruang Desa, dan kawasan perdesaan di ekosistem gambut agar lebih berkelanjutan;

4. Menganalisis prioritas Desa melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa yang fokus pada
perlindungan gambut dan praktik pengelolaan ekosistem gambut (termasuk pemantauan dan
pencegahan kebakaran);

5. Memperoleh informasi terkait potensi ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi Desa,
Produk Unggulan Desa (PRUDES) atau Program Unggulan Kawasan PerDesaan (PRUKADES)
yang sudah ada atau masih dalam proses pengembangan (termasuk jasa lingkungan) di sekitar
Ekosistem Gambut;

6. Mendapatkan daftar kontak (contact person)terkait pelaku pembangunan Desa di Ekosistem
Gambut mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan hingga Dinas Kabupaten dan Provinsi yang
terkait dengan isu pembangunan Desa.

1.3. OUTPUT/KELUARAN

Keluaran utama dari studi Konsep dan Desain Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut
(DMPG)di Provinsi Kalimantan Timur ini akan menghasilkan output/keluaran sebagai berikut:

1 Laporan penilaian kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dan kapasitas Pendamping Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan tipologi Desa.

Selain itu, laporan ini juga akan memuat hasil analisis isu dan permasalahan utama dalam
pelaksanaan pembangunan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut serta analisis peluang intervensi
yang dapat dikembangkan terkait dengan Desa Mandiri Peduli Gambut;

2 Konsep dan Desain Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur.
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BAB |I: METODOLOGI STUDI

II.1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Studi konsep dan desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi
Kalimantan Timur ini menggunakan kombinasi antara telaah dokumentasi data sekunder (termasuk
peta) dengan pengumpulan data primer (observasi dan orientasi lapangan). Kegiatan studi lapangan
dilakukan dengan metode Rapid Rural Apraisal (RRA), yang dimodifikasi dengan kombinasi teknik
pengumpulan data primer dan memperhatikan identifikasi aspek historis penggunaan lahan terkait
dengan mata pencaharian masyarakat.

Studi ini juga mencakup beberapa aspek penting dari metode pemetaan partisipatif menjadi
relevan, termasuk mengidentifikasi perubahan tren pola pemanfaatan sumber daya alam/komoditas
dan alasannya, serta identifikasi berbagai potensi kelembagaan. Pengambilan data di lapangan akan
dilakukan dengan beberapa teknik antara lain: i) wawancara langsung dengan atau tanpa daftar
kuesioner, ii) diskusi terfokus, dan iii) observasi langsung di lokasi.

Sedangkan proses pengumpulan data sekunder akan dilakukan dari berbagai dokumentasi,
literatur, dan hasil studi tersedia yang berkesesuaian dengan tema dan tujuan studi ini.

11.2. KERANGKA KERJA DAN TAHAPAN KEGIATAN

Secara umum, tahapan pelaksanaan studi dan studi ini terdiri dari tiga tahapan utama yang
dapat digambarkan dalam Gambar 1 berikut ini.

Pengambilan Data ) )
« Konsultasi hasil studi Internal Team
« Meeting awal

Studi dan GiZ
+ MoU + Wawancara tingkatpropinsi » Kompilasi dan pelingkupan
+ konsultasi dan diskusi awal dan Kabupaten + penulisan draft laporan
tm » FGD tingkat desa + Presentasi dan konsultasi hasil
+ Pengumpulan data » Wawancara rumah tangga sementara
Sekunder dan informan kunci « Penyusunan Konsep desain DMPG
T «» observasi dan kunjungan +Pelaporan - -
lapangan Penulisan dan

Pelaporan

Gambar 1 Tahapan Studi Pengelolaan Desa dan Pengembangan Konsep DMPG

Berdasarkan tata waktunya, maka secara prosedural dilakukan beberapa pentahapan dari
kegiatan studi ini adalah sebagai berikut :
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1. Persiapan dan Studi Dokumentasi:

Melakukan orientasi dan observasi serta pengumpulan data sekunder dalam konteks lingkup
substansi studi ini (isu, tema dan lokasi studi). Kegiatan ini meliputi pengumpulan data- data
sekunder dan informasi mengenai lokasi studi yang meliputi aspek biofisik kawasan, sosial
ekonomi dan budaya masyarakat. Data dan informasi tersebut umumnya didapatkan dari
berbagai dokumen, baik dokumen dari GIZ, instansi pemerintah, maupun literatur lainnya
yang relevan;

Menentukan dan menetapkan informan kunci di tingkat propinsi, kabupaten dan Desa
maupun para pihak terkait secara purposif (sengaja) sesuai dengan hasil konsultasi,
rekomendasi dan hasil diskusi dengan GIZ dan tim studji;

Mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan lain untuk pengumpulan data primer
sekaligus penyempurnaan metode dan teknik pengambilan datalapangan;

2. Wawancara Semi Terstruktur:

Dilakukan secara cepat dan partisipatif (rapid and participatory appraisal), dimana ‘cepat’
dimungkinkan dengan mewawancaraiinforman/tokoh kunci. Sedangkanistilah ‘partisipatif’
dilakukan dengan pelibatan masyarakat sebagai aktor lokal secara aktif dalam studiini.

Dilakukan dengan intensitas wawancara yang terbatas namun didukung oleh tokoh kunci
yang akurat. Wawancara kepada informan/tokoh kunci yang berindikasi kuat memiliki
kepentingan dan kewenangan tinggi serta prioritas dalam pengelolaan sumberdaya alam di
lokasi studi misalnya Kepala Desa, Kepala Adat, tokoh masyarakat, ahli sejarah, serta
parapihak (individu dan institusi) yang berkompeten di tingkat propinsi dan kabupaten .

Intensitas studi juga mempertimbangkan proporsi keterwakilan para pihak agar aspek
keterwakilan dapat dipenuhi. Pemilihan individu dalam kegiatan FGD diprioritaskan kepada
individu yang berindikasi kuat memiliki informasi yang relevan dengan tujuan studi
termasuk keterwakilan gender.

3. Pertemuan tingkat Desa:

Pertemuan tingkat Desa dilakukan di enam Desa/kampung melalui pertemuan dengan wakil-

dari masyarakat Desa sejumlah kurang lebih 15-20 orang untuk tujuan sebagai berikut:

memperkenalkan tim dan keberadaan proyek GIZ PROPEAT di Provinsi Kalimantan Timur;
memperoleh informasi awal deskripsi Desa (sejarah, demografi, sosial budaya);

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan studi (pengelolaan sumberdaya alam
lokal, komoditi, sumber penghidupan, parapihak/aktor terlibat)

pertemuan dilakukan dengan standar protokol kesehatan

4. Observasi Lapangan dan Transek

Kunjungan lapangan dilakukan terhadap obyek atau lokasi yang relevan dan penting terkait

dengan studi. Lokasi-lokasi penting diperoleh atas rekomendasi dari hasil FGD dan wawancara untuk
memperoleh dan memperkuat deskripsi terhadap obyek-obyek yang penting tersebut. Kunjungan
lapangan juga dilakukan untuk memperoleh model transek terkait bentang alam dan penggunaan
lahan masyarakat.
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5. Workshop Hasil Studi

Hasil studi lapangan juga dipaparkan melalui kegiatan workshop secara online. Kegiatan ini
juga dimaksudkan untuk memperoleh input dari berbagai pihak sekaligus komparasi kembali atas
berbagai hasil dari studi yang telah diperoleh. Workshop mengundang parapihak di tingkat propinsi,
kabupaten dan Desa lokasi kegiatan.

11.3. METODOLOGI STUDI

Studi konsep dan Desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi
Kalimantan Timur adalah proses untuk memperoleh input dari lapangan, dalam rangka pengem-
bangan konsep serta desain konsep Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan
Timur. Dengan demikian maka berbagai pengalaman dan temuan dari studi ini merupakan proses
analisa atas berbagai peluang, kemungkinan, strategi dan indikator yang akan dapat dikembangkan
dan diimplementasikan dalam model dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).

Rekomendasi usulan kegiatan terkait konsep dan Desain model pengembangan DMPG yang
secara spesifik ditujukan untuk konteks Provinsi Kalimantan Timur harus mengakomodir beberapa
hal antara lain sebagai berikut:

1.  berdasarkan pembelajaran dan pengalaman terbaik yang memperhitungkan karakteristiktik
masalah sosial ekonomi dan budaya kunci yang relevan,

2. merumuskan langkah-langkah strategis yang partisipatif dan akomodatif, dan

3. menyesuaikan dengan kebijakan yang relevan dan kepentingan berbagai pemangku
kepentingan,

4. memuat indikator kunci yang lebih sederhana namun mencakup berbagai aspek yang
relevan dan terukur.

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam rangka menganalisis studi ini terdiri dari tiga
tingkatan (sebagaimana ditampilkkan dalam diagram) sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis permasalahan terkait faktor sosial, ekonomi budaya dan lingkungan
beserta kegiatan yang berkaitan dengan berbagai praktek penggunaan lahan, kelembagaan,
potensi dan komoditi.

2. Mempelajari dan mengevaluasi temuan, pengalaman dan pembelajaran perencanaan dan
pembangunan Desa sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan terkait yang relevan.

3. Merekomendasikan dan mendeskripsikan konsep, Desain dan langkah-langkah strategis dan
bahkan intervensi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut
(DMPG)

Keseluruhan data yang kemudian dikompilasi kemudian dilakukan pelingkupan serta proses
komparasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas maupun menghilangkan semua potensi keragu-
raguan terkait data. Selanjutnya proses pengolahan data dilakukan dengan metode pengklasifikasian,
pemilahan dan pentabulasian data yang disesuaikan dengan sasaran dan tujuan studi ini. Workshop
untuk menyampaikan hasil sekaligus rekonfirmasi atas data-data dan informasi hasil-hasil studi juga
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dilakukan dalam rangka memperoleh input dan mempertajam usulan rekomendasi.

Sementara proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan informasi
teoritik, silogistik, dan komparasi terhadap data/informasi yang telah tersedia.

Adapun berbagai tahapan dan proses studi yang dilakukan secara umum akan mengacu kepada
bagan alur lengkap sebagai berikut:

Pernyataan Masalah —> Perumusan Masalah
i Identifikasi dan baselifie data lokasi (sosial budaya,
% = ekonomu. akesibilitas. biofisik, tenurial. dll)
By s
= ‘a% Lokasistudi <€—  Pengumpulan Data lapangan ~ —> Parapihak
23 —_—
peu B =
ol
it —>  Survey. orientasi dan observasi
T« ¥
a

Analisis — Laporan dan dokumentasi DMPG

Gambar 2. Metodologi dan Bagan Alur Studi
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BAB Ill: TINJAUAN RINGKAS TENTANG KONSEP DAN
SEJARAH DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG)

1. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Istilah Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) adalah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016
tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut atau disingkat BRG. Pada saat pengumuman Kepala
BRG yang baru tanggal 23 Desember 2020, nama BRG kemudian berubah menjadi BRGM atau Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove.

BRG atau BRGM adalah badan setingkat Menteri dan bertugas melakukan proses percepatan
rehabilitasi lahan gambut dan mangrove baik di dalam maupun luar kawasan hutan. DMPG dalam
konteks ini, juga menjadi target utama dalam program restorasi lahan gambut yang berbasiskan
masyarakat melaui program pembangunan perdesaan. Pembentukan BRG yang kemudian menjadi
BRGM, adalah dilatarbelakangi oleh kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan
lahan gambut yang sangat masif.

Kesadaran tentang pentingnya lahan gambut dalam isu perubahan iklim, telah mendorong
perhatian banyak pihak untuk menjaga keberadaan ekosism lahan gambut. Di tingkat nasional,
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut
melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi
Presiden No.6 Tahun 2013 kemudian diperpanjang lagi dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2015.
Di samping kebijakan moratorium ini, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kehadiran BRGM ini dipandang sangat strategis dalam rangka untuk mengkoordinasikan
dan mengkonsolidasikan berbagai upaya perbaikan dan restorasi ekosistem gambut. Badan otoritas
setingkat menteri ini juga dipandang strategis untuk mendorong percepatan kegiatan yang terkait
pengelolaan gambut di tingkat lapangan sampai tingkat nasional. Untuk melaksanakan mandat dari
Pemerintah Indonesia ini, maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah menyiapkan
berbagai skema kegiatan retorasi lahan gambut termasuk skema restorasi berbasis masyarakat yang
dimulai dalam tingkat Desa.

Untuk mencapai keselarasan dengan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan
dalam desa kawasan gambut, khususnya di dalam serta sekitar areal restorasi gambut, maka BRGM
kemudian merancang program Desa Peduli Gambut (DPG) dengan fokus meningkatkan upaya Desa
merestorasi lahan gambut. Tujuan Desa Peduli Gambut (DPG) adalah meningkatkan kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan lingkungan melalui berbagai peningkatan
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekosistem gambut dan pengembangan
potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Secara implementatif, DPG ini merupakan strategi merrestorasi gambut yang meliputi tiga
intervensi utama yaitu pembasahan kembali (rewetting), penanaman (revegetasi) dan revitalisasi
berbasis komunitas Desa di tingkat tapak. Konsep pendekatan DPG ini adalah pembangunan Desa
berbasis lanskap ekosistem gambut, dimana DPG dilaksanakan pada wilayah perdesaan di dalam
Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Dalam perkembangannya, istilah DPG kemudian berkembang
menjadi DMPG dengan perspektif dan pandangan bahwa Desa ini adalah merupakan garda terdepan
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untuk menjaga dan melestarikan lahan gambut di Indonesia. Di sisi lain, peranan masyarakat Desa
sangat penting karena banyaknya lanskap lahan gambut yang berada di kawasan desa-desa tersebut.

Sementara dalam konteks penilaian dari kinerja pembangunan Desa di lahan gambut, maka
tolok ukur pencapaian utamanya adalah meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
untuk mendukung program restorasi dan kelestarian ekosistem gambut. Sebagai tolok ukur terkait
dengan indikator kemandirian Desa, maka secara nasional dilakukan melalui penilaian Indeks Desa
Membangun (IDM) dengan pencapaian tertingginya adalah Desa Mandiri.

Dalam rangka sinergi antara pencapaian indikator pembangunan Desa dengan kegiatan
restorasi gambut, maka kemudian diperkenalkan istilah Desa Mandiri Peduli Gambut atau disingkat
DMPG sebagai pengembangan dari konsep DPG sebelumnya.

2. DEFINISI DAN NOMENKLATUR

Sampai saat ini belum ada definisi secara regulatif mengenai istilah ataupun terminologi
dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah
menyebutkan definisi umum dari Desa dan Desa adat ataupun yang disebut dengan nama lainnya
yang selanjutnya disebut dengan konsep Desa. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, maka pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui berbagai
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Regulasi terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Regulasi ini
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘ Desa Mandiri’, ataupun bisa disebut sebagai ‘Desa
Sembada’ adalah ‘Desa Maju’ yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa dalam
rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
yang mencakup ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sementara menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kata peduli ini
memiliki pengertian mengindahkan, memperhatikan, dan atau menghiraukan.

Gambut menurut definisinya adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-
sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter
atau lebih dan terakumulasi dalam kawasan rawa yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyu-
sunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa ‘Desa Mandiri Peduli
Gambut’ (DMPG) pada dasarnya adalah merupakan bentuk pengayaan dari ‘Desa Peduli Gambut’.
Pengayaan dengan menyisipkan kata “mandiri” dalam istilah DPG sebagai upaya penguatan secara
administratif atas ketercapaian pembangunan Desa melalui indikator IDM di wilayah bergambut.
Pengayaan kata mandiri sebagai pencapaian tertinggi dalam pembangunan Desa melalui skema
IDM, menjadikan kegiatan restorasi serta aktivitas pembangunan di Desa bergambut menjadi jelas
terkait tolok ukur pencapaiannya. Bahwa indikator yang terukur dan dapat dimonitor adalah melalui
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kegiatan restorasi berbasiskan masyarakat dalam bingkai pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 tahun 2016, maka sebenarnya telah dibuat standardisasi mengenai lima status kemajuan
dan kemandirian Desa yang disebut dengan indikator dari ‘Klasifikasi Status Desa’. Kelima status dari

kemajuan dan kemandirian Desa secara lengkap adalah sebagai berikut:

1 ‘Desa Mandiri’ atau yang disebut ‘Desa Sembada’ adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan. ‘Desa Mandiri’ atau ‘Desa Sembada’ adalah Desa yang
memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155.

2 ‘Desa Maju’ atau yang disebut ‘Desa Pra-Sembada’ merupakan Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kkemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. ‘Desa
Maju’ atau ‘Desa Pra-Sembada’ adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)
kurang dan atau sama dengan (<) 0,8155 dan lebih besar (>) dari0,7072.

3. ‘Desa Berkembang’ atau yang disebut ‘Desa Madya’ adalah Desa potensial menjadi ‘Desa Maju’,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi kemiskinan. ‘Desa Berkembang’ atau ‘Desa Madya’ ini mempunyai Indeks Desa
Membangun (IDM) kurang dan sama dengan (<) 0,7072 dan lebih besar (>) dari0,5989.

4. ‘Desa Tertinggal’ atau yang disebut ‘Desa Pra-Madya’ adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, dan atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kasus
kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ‘Desa Tertinggal’ atau ‘Desa Pra-Madya’ ini adalah Desa
yang memiliki Indeks Desa Membangun (DIDM) kurang dan sama dengan (<) 0,5989 dan lebih
besar (>) dari 0,4907.

5. ‘Desa Sangat Tertinggal’ atau yang disebut ‘Desa Pratama’ merupakan Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
mampu untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya. ‘Desa Sangat Tertinggal’ atau ‘Desa Pratama’ adalah Desa
yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang danlebih kecil (<) dari0,4907.

Penggunaan indikator utama Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan dalam rangka
mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan ‘Desa Tertinggal’ dan peningkatan
menjadi ‘Desa Mandiri’. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan kelanjutan program ‘Pendataan
Potensi Desa’ pada tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline ‘Data Dasar Pembangunan Desa’.
Jumlah Desa pada saat itu (tahun 2015) telah mencapai angka 74.749 Desa yang diperkirakan jumlah
tersebut akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam pemekaran Desa.

Dalam laman resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
khususnya dalam portal khusus tentang IDM, maka Provinsi Kalimantan Timur menduduki posisi 6
(enam) dengan status ‘Berkembang’ yang jumlahnya mencapai 841 Desa (2021). Sementara untuk
skala kabupaten, maka Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi 92 dengan status ‘Maju’ yaitu
mencapai 193 Desa (2021); dan di Kabupaten Kutai Barat berada dalam posisi 133 dengan status
‘Berkembang’ yang mencakup 190 Desa (2021).
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S
@) IDM s ruibas o
‘\\'4;/ I Beranda Tentang IDM Sosialisasi Publikasi Regulasi FAQ Kontak
Ranking & Status IDM Provinsi  Kabupaten / Kota ~ Kecamatan  Desa
RANKING  PROVINSI STATUS IDM
2021 MAJU dari 636 desa 0.8037
BALI +1.97%
2021 MAJU dari 392 desa 0.7837 -
DI YOGYAKARTA +1.95%
2021 MAJU dari 7724 desa 0.7216 -
JAWA TIMUR +2.65%
2021 MAJU dari 6312 desa 0.7202
JAWA BARAT
2021 MAJU dari 928 desa 0.7180 o
SUMATERA BARAT +2.56%
2021 BERKEMBANG dari 841 desa 0.7071
KALIMANTAN TIMUR
] 2021 BERKEMBANG dari 309 desa 0.7035

11|

Tabel 1: Status Desa Dalam IDM (sumber : https://idm kemenDesa.go.id/status)

Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka Desa Mandiri
Peduli Gambut (DMPG) kemudian dilaksanakan sebagai kegiatan pemulihan ekosistem gambut di
lahan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang
berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Kegiatan DPMG melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Pemerintah Daerah,
Universitas, maupun sektor swasta. ‘Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut’ yang dikemas dengan
nama kegiatan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) ini, bertujuan untuk memulihkan ekosistem
gambut di lahan masyarakat, dan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di arealnya.

Kegiatan DMPG ini dilaksanakan dengan prinsip “mengembalikan air dan vegetasi, serta
peningkatan perikehidupan masyarakatnya (sosial, budaya dan ekonomi)”. Hal ini karena pemulihan
lahan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kegiatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut,
telah menjadi strategi mewujudkan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
(PPRK) sebagaimana yang dimuat di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2020-2024.

Komitmen pengembangan DMPG ini, dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 mengenai Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Dalam bagian mengenai ‘Indikasi
Target Proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan’ yang mendukung prioritas Nasional
(RPJMN 2020-2024), maka secara khusus untuk program kualitas lingkungan hidup telah tertuang
target pembentukan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG).

Target pembentukan DMPG mencakup 12 Provinsi di Indonesia adalah sebanyak 300 Desa
sampai tahun 2024, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
KerusakanLingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam konteks ini, maka pelaksanaan studi ini dimaksudkan untuk mencoba mengelaborasi
konsep dan Desain pengembangan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) yang sesuai dengan situasi
kondisi dan tipologi Desa di wilayah bergambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur.
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1.3. KEBIJAKAN DAN REGULASI TERKAIT

Di dalam dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu prioritas nasional
adalah ‘Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim’.
Dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah penyebab
utama dari dampak perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Dalam rangka
menanggulangi perubahan iklim ini, pada tahun 2009 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia
menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK ini sebesar 26% dengan usaha sendiri dan
41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Dalam forum pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris Perancis, maka Pemerintah
Indonesia telah meningkatkan target komitmen penurunan emisi GRK menjadi 29% dengan usaha
sendiri di tahun 2030. Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global,
maka diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program
dan pencapaian target pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim, dari sebatas memfokuskan
kepada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik. Tentunya dengan tetap
menjaga keberkelanjutan dan keselarasan di antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, serta
perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka konsep pembangunan rendah karbon.

Demikian pula terkait dengan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut, yang khususnya
akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlin-
dungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa yang dimaksud
dengan konsep terminologi ‘gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-
sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau
lebih dan terakumulasi pada rawa’.

Pengelolaan gambut pada dasarnya akan terkait dengan konsep penerapan pembangunan
rendah karbon, baik di dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang
membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak baik dari dalam dan luar negeri.
Pelibatan aktor non-pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung keberhasilan
pencapaian target pembangunan.

Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional
maupun internasional, bukan hanya untuk dapat membentuk motivasi melainkan juga dalam rangka
memperkuat modal maupun kapasitas para pihak. Dalam konteks ini, maka kepentingan nasional di
Indonesia perlu dijadikan sebagai prioritas utama. Kebijakan lain yang relevan mendukung kebijakan
pembangunan rendah karbon, adalah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

Peraturan ini memperkenalkan Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa sebagai
upaya terpadu khususnya untuk tujuan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa
ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan,
Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain tentang SDGs Desa, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa
Membangun (IDM) ini merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
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Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dalam rangka untuk mendukung upaya Pemerintah
dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan utama
penyusunan ‘Indeks Desa Membangun’ ini antara lain adalah menetapkan status kemajuan dan
kemandirian Desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi proses pembangunan Desa.
Beberapa indikator penilaian dalam Indeks Desa Membangun (IDM) ini, pada dasarnya selaras
dengan berbagai indikator Sustainable Development GoalsDesa (SDGs).

Kebijakan lain adalah terkait ‘Program Kampung Iklim’ yang selanjutnya disebut PROKLIM
yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-
SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. PROKLIM adalah program berlingkup
nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

PROKLIM ini juga bertujuan memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai
dengan kondisi wilayah. Kegiatan utama dari ‘Program Kampung Iklim’ merupakan kegiatan yang
menekankan kepada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat juga terakomodir dengan
penerapan Sustainable Development Goals Desa (SDGs) melalui beberapa indikator penilaian dari
Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam konteks ini, maka ‘Program Kampung Iklim’ lebih dekat kepada tindakan nyata di
lapangan yang akan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam merancang konsep
Desain pengembangan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) khususnya dari aspek lingkungannya.
Atau dengan kata lain, adalah PROKLIM yang khas dengan tipologi di kawasan Desa bergambut.

Beberapa kebijakan lainnya yang terkait dengan studi ini antara lain sebagai berikut:

» Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat(1)

= TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumber Daya
Alam

» Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

» Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
= Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

» Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem Gambut;

e Instruksi Presiden (INPRES) No. 10 tahun 2011, yang diperpanjang dengan INPRES No.6
Tahun 2013, dan diperpanjang lagi dengan INPRES No.8 Tahun 2015 tentang moratorium

hutan alam primer dan lahan gambut.

= Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);

» Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;

» Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim,

penegasan wilayah sekitar tiga danau kaskade sebagai Kawasan Strategis Propinsi(PSP)

» Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim

= Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur
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BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI
DI LANSKAP GAMBUT MAHAKAM TENGAH

IV.1. TENTANG LANSKAP GAMBUT MAHAKAM TENGAH

Terminologi Mahakam Tengah mulai diperkenalkan di kalangan peneliti dalam tahun 2000,
untuk menyebutkan satu lanskap lahan basah yang berada di bagian tengah dari Sungai Mahakam.
Lanskap ini awalnya muncul setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang hebat di Provinsi
Kalimantan Timur selama tahun 1982/1983, yang kemudian terulang kembali di tahun 1997/1998.

Munculnya fenomena perubahan bentang alam alam yang diikuti dengan terbentuknya
danau baru dengan hilangnya tutupan hutan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan, kemudian
mendorong antusiasme dari kalangan peneliti untuk menyelidiki penyebab dan pengaruh kebakaran
di bagian tengah dari Sungai Mahakam ini.

Untuk mempermudah penyebutan lanskap lahan basah bergambut di bagian tengah Sungai
Mahakam ini, maka kemudian para peneliti kemudian menyebutnya sebagai lanskap Mahakam
Tengah. Secara administratif, kawasan ini meliputi tiga wilayah administratif yaitu Kabupaten Kutai
Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sehingga kemudian merupakan satu lanskap lahan basah
bergambut terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Secara kartografis maka wilayah lanskap Mahakam Tengah ini terletak di antara 116° - 117° E
serta 0° 00'- 0° 30" S yang luasnya mencakup sekitar kurang lebih 400.000 Ha. Lanskap Mahakam
Tengah ini berada di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Kutai Barat mencakup Kecamatan
Melak, Mook Manor Bulatn, Muara Pahu, Penyinggahan dan Jempang. Di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara lanskap ini berada dalam wilayah Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun,
Muara Kaman, Kenohan dan Kembang Janggut. Sementara dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur
mencakup dua wilayah yaitu Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Selain kawasan tersebut, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat kawasan lahan basah
yang berada di beberapa Desa dalam wilayah Kecamatan Sebulu. Juga di wilayah Kecamatan Bongan,
Muara Lawa, Damai dan Tering yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Sementara di Kabupaten Kutai
Timur berada di wilayah Kecamatan Long Mesangat.

Dalam pendekatan ekoregional, maka kawasan Mahakam Tengah ini berada pada ekoregion
Sunda yang merupakan bagian dari Sungai Mahakam sebagai satu sistem sungai utama terpanjang
dan terbesar kedua di pulau Kalimantan. Ada beberapa danau terbesar di lanskap Mahakam Tengah
ini yaitu Danau Jempang (sekitar 15.000 Ha), Danau Melintang (11.000 Ha) dengan Danau Semayang
(13.000 Ha). Danau lain yang lebih kecil antara lain adalah Danau Siran, Danau Liang Buaya, Danau
Loa Lang, Danau Wis, Danau Berambai, Danau Padam Api, Danau Jintan dan Danau Belempung.

Semenjak ratusan tahun yang lalu, lanskap kawasan Mahakam Tengah telah memiliki peran
penting sebagai daerah resapan dan pengendali daerah aliran Sungai Mahakam dari limpasan air di
wilayah hulu dan bagian hilir di Tenggarong dan Samarinda. Kawasan ini memiliki peranan penting
secara sosial ekonomi yaitu sebagai wilayah tangkapan berbagai jenis ikan air tawar yang menjadi
sumber penghidupan dari masyarakat asli seperti suku Kutai, Dayak Tunjung serta pendatang Banjar
yang kemudian tinggal di Desa-Desa sekitar lanskap Mahakam Tengah.

Selain Sungai Mahakam sebagai sungai utama, maka terdapat beberapa anak sungai lain yang
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terdapat di lanskap Mahakam Tengah antara lain yaitu Sungai Kedang Pahu, Sungai Beloan, Sungai
Saka, Sungai Jintan dan Sungai Baroh yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sementara
di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Belayan, Sungai Sabintulung,
Sungai Siran, Sungai Tubuhan, Sungai Enggelam, Sungai Aloh, dan Sungai Menamang. Sungai yang
berada dan melintasi Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara adalah Sungai Kedang Rantau
dan Sungai Kedang Kepala.

Selain menjadi sarana untuk transportasi, maka keberadaan dari sungai-sungai utama ini juga
sekaligus menjadi tumpuan utama sebagai sumber penghidupan utama masyarakat di seluruh
wilayah lanskap Mahakam Tengah. Mayoritas masyarakat di lanskap gambut Mahakam Tengah
menggantungkan kehidupannya dari kawasan hutan gambut, yang menyediakan pasokan produk
perikanan dan hasil hutan. Sektor perikanan telah menjadi komoditas utama dari generasi menjadi
sumber kehidupan masyarakat di wilayah ini. Sementara hasil hutan kayu dan non kayu menjadi
penopang sumber penghidupan alternatif untuk bahan papan, bahan kerajinan dan tanaman obat.

Mengacu laporan dari MacKinsey (2012) dalam Buku Strategi Pembangunan Rendah Karbon
di Provinsi Kalimantan Timur, maka disebutkan bahwa kawasan lahan basah bergambut di Provinsi
Kalimantan Timur menjadi penyumbang emisi (emitter) GRK terbesar Provinsi Kalimantan Timur.
Tiga Kabupaten dengan kawasan bergambut terluas yaitu mencakup Kutai Kertanegara, Kutai Barat
dan Kutai Barat telah menyumbang 55 persen jumlah emisi total dari Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara justru kota-kota besar dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Samarinda,
Bontang dan Balikpapan hanyalah menyumbang 10 persen (Anonim, 2012). Selain akibat kebakaran
hutan dan lahan, maka kontribusi utama dari emisi terbesar yang terjadi dalam wilayah ini adalah
deforestasi akibat maraknya konversi lahan untuk kegiatan non kehutanan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka areal kawasan di sekitar tiga danau besar meliputi Danau
Jempang, Melintang dan Semayang atau dikenal dengan sebutan Danau Kaskade Mahakam, telah
ditetapkan sebagai ‘Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur’. Penetapan kawasan
Danau Kaskade yang merupakan bagian inti dari ekosistem lahan basah di Mahakam Tengah ini,
adalah didasarkan kepada sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Di tahun 2019, dengan ad an y a keputusan Pemerintah Republik Indonesia memindahkan
pusat pemerintahan atau Ibukota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, maka peranan dan
kepentingan dari kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagai ‘Kawasan Strategis Daerah’ kemudian
ditingkatkan yaitu sebagai ‘Kawasan Strategis Nasional (KSN)’ sebagai alternatif pemasok kebutuhan
air bagi IKN. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021
tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dimana kawasan Danau Kaskade Mahakam adalah
menjadi salah satu dari 15 danau prioritas untuk dilakukan penyelamatan dan restorasi.

IV.1.1.  Kondisi Biogefisik

Wilayah di lanskap Mahakam Tengah sebagian besar adalah berupa lahan basah rawa riparian
dan rawa bergambut, yang terkonsentrasi di sekitar danau-danau besar dari beberapa anak sungai
terbesar Sungai Mahakam yang bermuara di kawasan ini. Sungai tersebut antara lain adalah Sungai
Kedang Pahu, Sungai Belayan, Sungai Kelinjau dan Sungai Kedang Rantau. Danau-danau di kawasan
Mahakam Tengah selalu mengalami fluktuasi volume yang absolut khususnya antara musim kering
(kemarau) dengan musim basah (hujan).

Di musim kemarau, danau akan mengering tetapi di musim hujan akan meluap mengenangi
sebagian besar wilayah daratan yang luasannya bahkan mencapai lebih dari 60.000 Ha. Berdasarkan
kedalamannya, maka angka maksimum kedalaman danau-danau di dalam wilayah Mahakam Tengah
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adalah antara kisaran 6-7 meter.

Berbagai vegetasi yang umum dijumpai di perairan Mahakam Tengah ini, adalah didominasi
oleh gulma mengambang (terutama jenis Sa/vinia sp dan Eichhornia crassipes., Mimosa pigra dan
Polygonum barbatum). Sementara jenis-jenis tumbuhan berkayu yang dominan antara lain adalah
Kayu Kahoi (Shorea belangeran) yaitu jenis Dipterocap yang dapat tumbuh di lahan basah, Kayu
Jeluma (Sizygium sp), Kayu Pulai (Alstonia scholaris), Kayu Terentang (Dillenia sp) dan Kayu Putat.
Jenis lain yang tumbuh di sempadan sungai antara lain Kedamba (Mitragina speciosa), Kelampayan
(Anthocepalus sp), Benuang (Duabangan sp), Rengas (Gluta rengas) dan jenis-jenis bambu.

Beberapa jenis buah-buahan juga banyak djumpai terutama dari jenis mangga seperti Kuini
(Mangifera odorota), empelam (Mangifera indica), dan wanyi (Mangifera sp). Formasi hutan kahoi
(Shorea belangeran) merupakan formasi yang terbesar di hutan alam rawa gambut, dimana kualitas
kayu dari jenis Dipterocarp spesies rawa ini hampir setara dengan jenis Bengkirai (Shorea laevis) di
daerah daratan. Akibatnya, keberadaan dari kayu ini banyak diburu untuk bahan baku pembuatan
rumah dan untuk diperdagangkan.

Hutan rawa riparian dan gambut di lanskap Mahakam Tengah pernah mengalami beberapa
kali peristiwa kebakaran hutan, dan yang terbesar adalah di tahun 1982/1983 dan terulang kembali di
tahun 1997/1998. Di antara tahun-tahun tersebut dan setelahnya, juga seringkali terjadi kebakaran
hutan dan lahan khususnya di musim kemarau panjang.

Kebakaran banyak dipicu karena aktivitas masyarakat dalam kegiatan mencarai ikan di hutan,
karena banyak yang masih mempraktekkan pembakaran hutan dan belukar untuk memudahkan
akses menjangkau danau kecil atau kubangan tempat ikan yang banyak dijumpai di kawasan hutan.
Terkadang api pembakaran tidak dapat dikendalikan sehingga menjalar membakar areal hutan di
sekitarnya, tetapi praktek semacam ini tetap berkembang karena akses yang bebas terhadap lahan
dan hutan di lanskap Mahakam Tengah.

Secara ekologis, maka keberadaan danau dan daerah lahan basah di Mahakam Tengah adalah
salah satu daerah yang paling penting di Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai studi di kawasan ini
mencatat, bahwa kawasan Mahakam Tengah merupakan tempat regenerasi penting serta sekaligus
menjadi habitat dari migrasi untuk total lebih kurang 90 spesies burung, termasuk populasi penting
dari berbagai jenis burung Kuntul dan Bangau. Keaneragaman jenis ikan, dan adanya mamalia yang
terancam punah seperti Pesut Mahakam, Bekantan, Buaya Siam maupun jenis Lutung menunjukkan
pentingnya nilai pelestarian dan perlindungan di daerah ini.

Pelestarian kawasan lahan basah dan danau yang ada di lanskap Mahakam Tengah ini tidak
hanya terkait kepentingan aset keanekaragaman hayati nasional, tetapi juga internasional terkait
migrasi dari perkembangan-biakan spesies burung di kawasan ini. Kawasan Mahakam Tengah juga
memiliki kepentingan ekonomi nasional khususnya terkait dengan tangkapan tahunan ikan air
tawar yang mencapai 25,000-50,000 metrik ton sejak tahun 1970 (Christensen, 1998).

Saat ini, lanskap Mahakam Tengah merupakan pemasok tunggal terbesar dari ikan air tawar
kering. Meskipun demikian, sampai sekarang tidak ada status perlindungan secara resmi diberikan
terhadap kawasan Mahakam Tengah dalam konteks sektor perikanan. Danau Semayang memang
pernah diusulkan sebagai Taman Nasional pada awal tahun 1980 oleh Direktorat Jenderal Hutandan
Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Tetapi hanya kawasan ‘pulau’ yang
berada di sepanjang Muara Ancalong dan Muara Kaman yang kemudian dijadikan sebagai kawasan
reservat yaitu dinamakan kawasan Cagar Alam Sedulang Muara Kaman.

Setelah penetapan calon lokasi baru dari Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur,
maka tiga danau besar yang ada di lanskap Mahakam Tengah yaitu Danau Jempang, Melintang dan
Semayang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan mendukung pasokan
sumber air bagi lokasi Ibukota Negara (IKN) baru.

Studi Konsep Desain - Desa Mandiri Peduli Gambut - Kalimantan Timur



18|

Masalah penangkapan ikan secara berlebihan dan destruktif, telah menjadi fokus utama dari
permasalahan menurunnya hasil tangkapan ikan di wilayah ini. Cara-cara penangkapan tidak lestari
seperti penggunaan alat setrum, jaring kelambu, dan racun terus berkembang di lanskap Mahakam
Tengah tanpa bisa dikendalikan. Mulanya para pendatang memperkenalkan teknologi penangkapan
ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan tersebut, yang kemudian berkembang bahkan
menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Penggunaan alat setrum seperti lumrah untuk nelayan
lokal yang menganggap teknologi paling mujarab dalam memanen sumberdaya perikanan untuk
memperoleh pendapatan tunai.

Dalam rangka melindungi kelestarian perikanan di lanskap Mahakam Tengah, maka dua
daerah konservasi perikanan telah diajukan oleh Dinas Perikanan yaitu yang pertama di dekat Kota
Bangun (Danau Loa Kang) seluas lebih kurang 930 Ha serta yang kedua di dekat Muara Muntai (Batu
Bumbun) seluas lebih kurang 450 Ha.

Kedua kawasan reservat perikanan tersebut masih utuh, dan konon telah dibentuk semenjak
masa Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah ada sekitar 500 tahun yang lalu, Kawasan ini telah
dikelola Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 1978 melalui adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 1978. Tetapi daerah-daerah yang ditunjuk sebagai areal reservat
tersebut, saat ini kondisinya sebagian besar telah terbakar dan belum optimal dalam aspek
perlindungan maupun pengelolaannya.

FETA
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Gambar 3: Peta Sebaran Lahan Gambut di Lanskap Mahakam Tengah

Dalam konteks fisik, maka perairan daerah Mahakam Tengah juga mengalami permasalahan
yang kronis akibat terjadinya tekanan sedimentasi yang hebat sebagai dampak kegiatan penebangan
serta konversi lahan di wilayah hulu. Aktivitas ini menyebabkan pendangkalan yang masih berlanjut
di beberapa jalur sungai utama, anak sungai dan bahkan danau. Sungai Belayan menjadi salah satu
sungai dengan tingkat sedimentasi dan pendangkalan yang yang tercepat, sementara untuk kawasan
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terjadi di Danau Jempang yang menjadi danau dengan sedimentasi dan pencemaran yang terparah
jika dibandingkan dengan danau-danau lainnya.

Sementara di Danau Jempang dan Sungai Kedang Rantau di sisi Cagar Alam Sedulang Muara
Kaman mungkin dapat dikatakan menjadi salah satu sungai dan danau dengan tingkat pencemaran
limbah domestik terparah di kawasan ini. Tradisi di masa lampau yaitu untuk pembuangan limbah
domestik organik ke sungai mungkin tidak menjadi masalah besar, tetapi ketika penggunaan bahan
non-organik terutama plastik semakin banyak dikenal, maka tradisi ini justru menjadi masalah besar
yang menjadi penyebab memburuknya sanitasi di kawasan pemukiman dan perairan sekitar Desa-
Desa tradisional di lanskap Mahakam Tengah.

IV.1.2. Etnografi Kawasan

Kawasan lanskap gambut di Mahakam Tengah dihuni oleh sejumlah etnis dengan mayoritas
adalah Suku Kutai, yang tidak terlepas dari keberadaan Kerajaan Kutai Mulawarman ing Martadipura
yang berpusat di Muara Kaman. Secara geografis, lokasi Muara Kaman sebagai pusat pemerintahan
berada tepat di bagian tengah dari bertemunya berbagai anak sungai utama ke Sungai Mahakam di
kawasan gambut Mahakam Tengah. Kerajaan Kutai Martadipura berdiri semenjak abad ke-4 Masehi
dan berakhir pada abad ke 14 Masehi setelah terjadi penaklukan dari Kerajaan Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Desa-Desa Dalam Kawasan Gambut Mahakam Tengah.

No Kabupaten/Desa/Kampung Kecamatan Etnis
L Kabupaten Kutai Kartanegara

1 Genting Tana Kembang Janggut Kutai

2 Loa Sakoh Kembang Janggut Kutai

3 Hambau Kembang Janggut Kutai

4 Kembang janggut Kembang Janggut Kutai

5 Tuana Tuha Kenohan Kutai

6 Kahala Ilir Kenohan Kutai

7 Kahala Kenohan Kutai

8 Tubuhan Kenohan Kutai

9 Teluk Muda Kenohan Kutai
10 Semayang Kenohan Kutai/Banjar
11 Lamin Telihatn Kenohan Tunjung
12 Teluk Bingka Kenohan Tunjung
13 Muhuran Kota Bangun Kutai
14 Sebelimbingan Kota Bangun Kutai
15 Pela Kota Bangun Kutai/Banjar
16 Sangkuliman Kota Bangun Kutai
17 Liang Kota Bangun Kutai
18 Kota Bangun Ulu Kota Bangun Kutai/Banjar
19 Kota Bangun Ilir Kota Bangun Kutai/Banjar
20 Kota Bangun Seberang Kota Bangun Kutai

21 Sedulang Muara Kaman Kutai/Banjar
22 Liang Buaya Muara Kaman Banjar/Kutai
23 Tunjungan (Nangka Bonah) Muara Kaman Banjar

24 Sabintulung Muara Kaman Kutai

25 Kupang Baru Muara Kaman Kutai

26 Muara Siran Muara Kaman Kutai/Banjar
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

II.

46.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73

74
75

Studi

Bukit Jering (Kedang Kepala)

Muara Kaman Ilir
Kayu Batuq
Muara Muntai Ilir
Muara Muntai Ulu
Rebaq Rinding
Batuq

Tanjung Batuq Harapan

Muara Aloh
Jantur

Jantur Selatan
Jantur Baru
Pulau Harapan
Kuyung
Sebemban
Muara Wis

Enggelam (Emboyong)

Muara Enggelam
Melintang

Kabupaten Kutai Barat

Kelumpang
Karangan
Jengan
Gemuruh

Abit

Rembayan
Muara Jawaq
Saka Lotoq

Saka Tada

Muara Bunyut
Empakuq
Tanjung Laong
Tanjung Pagar
Muara Baroh
Teluk Tempudau
Sebelang

Tepian Ulaq
Gunung Bayan
Muara Beloan
Penyinggahan Ulu
Penyinggahan Ilir
Tanjung Haur
Minta

Bakung

Loa Deras
Tanjung Isuy
Tanjung Jaan
Pulau Lanting
Muara Ohong

Konsep Desain

Muara Kaman
Muara Kaman
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Muntai
Muara Wis

Muara Wis

Muara Wis

Muara Wis

Muara Wis

Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Mook Manar Bulatn
Melak

Melak

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu

Muara Pahu
Penyinggahan
Penyinggahan
Penyinggahan
Penyinggahan
Penyinggahan
Penyinggahan
Tanjung Isuy
Tanjung Isuy
Tanjung Isuy
Tanjung Isuy

Desa Mandiri Peduli Gambut -

Kutai
Kutai/Banjar
Kutai
Kutai/Banjar
Kutai/Banjar
Kutai/Banjar
Kutai
Bugis/Banjar
Kutai
Banjar/Kutai
Banjar/Kutai
Banjar/Kutai
Banjar/Kutai
Kutai/Banjar
Kutai
Kutai/Banjar
Dayak Tunjung
Kutai/Banjar
Kutai/Banjar

Dayak Tunjung/Kutai

Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Dayak Benuaq
Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Dayak Tunjung
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Kutai
Dayak Benuaq
Dayak Benuaq
Banjar/Kutai
Banjar/Bugis/Kutai

Kalimantan Timur



III1. Kabupaten Kutai Timur

76 Mulupan Muara Ancalong Banjar/Kutai
77 Senambah Muara Ancalong Banjar/Kutai
78 Kelinjau Ulu Muara Ancalong Kutai

79 Kelinjau Ilir Muara Ancalong Kutai

80 Senyiur Muara Ancalong Kutai

Selain penduduk etnis Suku Kutai ini, maka dijumpai berbagai etnis lain lain yang tinggal di
lanskap gambut Mahakam Tengah yaitu penduduk dari asli Suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuag.
Etnis pendatang yang dominan adalah Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan kemudian
Suku Jawa dan Bugis. Etnis Banjar sudah ada semenjak masa Kolonial Belanda, yaitu paska jatuhnya
Kerajaan Banjar ke tangan Belanda dalam abad ke-18.

Para bangsawan dan pengikutnya yang tidak ingin tunduk kepada Belanda banyak yang lari
mencari suaka dan penghidupan baru di daerah lain, termasuk di daerah Mahakam Tengah atas
persetujuan dari Kesultanan Kutai Kartanegara.Pemukiman utama mereka antara lain berada di
sekitar Muara Muntai bercampur dengan penduduk asli orang Kutai hingga memunculkan perkawinan
identitas dengan sebutan Kutai Banjar, yaitu orang Kutai yang mirip Banjar atau Banjar Kutai yaitu
orang Banjar yang sudah beranak pinak dan menjadi mirip orang Kutai.

PETA
SEBARAN ETNIS
GAMBUT MAHAKAM TENGAH
KAB._KUTAI TRMUR
KAB. KUTAI KARTANEGARA
KAB. KUTAI BARAT

-_—— ] ke

1 1 Fstas K sbugpation Kot

Tuuh Air (Durnas, Sangni dan Asak Sungs )

Samber s
| - St Lapomgan
- Fengeliman penatl s Lans Soler spd ol pesdommping an ma foer ket
At LA A

Tt =Tt
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Gambar 4: Peta Sebaran Etnis-Etnis di Desa-Desa dalam Lanskap Mahakam Tengah
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IV.2. ENAM DESA SEBAGAI LOKASI STUDI

Sesuai dengan hasil orientasi serta kesepakatan dari tim studi, maka lokasi kegiatan studi ini
akan difokuskan di wilayah lanskap Mahakam Tengah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

Dari beberapa lokasi yang telah diidentifikasi, maka akhirnya disepakati bahwa konsentrasi
khusus akan dilakukan di enam Desa atau kampung terpilih yaitu sebagai berikut:
Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara
Desa Semayang, Kabupaten Kutai Kartanegara
Desa Tunjungan, Kabupaten Kutai Kartanegara
Desa Kupang Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara

Kampung Muara Beloan, Kabupaten Kutai Barat

2 o o

Kampung Minta, Kabupaten Kutai Barat

Enam Desa/Kampung yang telah dipilih kemudian dipertimbangkan tersebut memiliki beberapa
karakterik yang dapat mewakili konteks kawasan perdesaan yang berada di lanskap gambut Mahakam
Tengah. Pertimbangan pemilihan 6 desa ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, terestrial dan situasi
pembangunan Desa adalah menjadi fokus utama dari keenam Desa tersebut.

Melalui Tabel 3 di bawah ini maka disajikan beberapa kombinasi karakteristik dari enam lokasi

yang dikunjungi yang dipertimbangkan sebagai lokasi studi ini.

Tabel 3. Karakteristik Lokasi Desa Studi

No | Desa/Kampung Karakteristik
Status Kawasan Sektor Dominan Etnis
1. | Muara Sebagian besar = Perkampungan Penduduk asli Suku
Enggelam adalah KBNK tanpa daratan dan Kutai pendatang dari
(Status Desa pernah ada ijin dominan dari beberapa Desa yang
Berkembang) Perkebunan Kelapa kegiatan perikanan menetap karena
Sawit tetapi ditolak| = Terdapat budidaya mencari ikan
dan sekarang tidak sarang burung walet Beberapa pendatang
aktif yang berkembang lain utamanya dari
Terdapat KBK pesat Suku Banjar sebagai
tanpa [jin pedagang dan
pengumpul ikan
Akses terbataskarena
tidak ada jalan darat
Energi listrik dari
berupa PLTS hibrid
dengan mesin Genset
2 Semayang, Enam puluh persen| = Berada di tepi Danau| = Percampuran dari
(Status Desa berupa KBNK Semayang di Muara penduduk asli Suku
Berkembang) pernah ada ijin Sunagi Tubuhan Kutai dan pendatang
perkebunan kelapa | = Sektor dominan suku banjar yang
sawit tetapi tidak adalah perikanan g\ma menetap di
aktif = Sektor pertanian esa
Terdapat KBK sawah dilakukan Terdapat beberapa
tanpaijin yang pada saat kemarau suku pendatang lain
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sedang diusulkan
untuk Perhutanan
Sosial dalam skema

memanfaatkan
perairan danau yang
surut ditanami padi

seperti Jawa, Bugis
dan lain-lain

Sudah ada akses jalan

sawit dan telah
melakukan /and
clearingnamun
terbengkalai dan
tidak aktif

Belum ada batas
wilayah Desa yang
definitif
(penegasan) dan

Pada musim
kemarau banyak
warga dari luar Desa
yang datang untuk
mencari ikan di
danau-danau yang
mengering

Hasil hutan non

kayu berupa rotan

Hutan Desa Terdapat aktivitas darat semenjak tahun
penanaman 2015
tanaman kedemba Terdapat PLN (hanya
dan budidaya sarang 12 jam) saat mal
burung walet Jam) saat malam
hari saja
Tunjungan Pemukiman terbagi Sektor dominan Mayoritas pendatang
dua yaitu sebagian yaitu perikanan Suku Banjar yang
dalam kawasan CA Kegiatan pertanian menetap karena
Sedulang Muara hanya subsisten lokasi tempat
Kaman, dan dengan mencari ikan dan
sebagian di luar memanfaatkan lahan  Mmenjadi Desa
kawasan Cagar dengan tanaman definitif
Alam dalam KBNK sayur dan palawija Akses sangat terbatas
Area KBNK khususnya saat karena tidak adajalan
Pernah ada ijin musim kemarau darat
perkebunan kelapa Energi listrik dari
sawit tetapi tidak Listrik Desa selama 5
aktif, dan sebagian jam saja
lagi masih aktif
termasuk lahan
plasma masyarakat
Kupang Baru Pemukiman berada Mulanya sektor Pemukim asli Suku
di dalam Kawasan pertanian dan Kutai yang
CA Sedulang Muara perkebunan sebagai beraktifitas mencari
Kaman komoditi lokal, di lokasi untuk lahan
Di area KBNK samping kegiatan pertanian dan
terdapat ijin pembalakan kayu pembalakan kayu
konsesi rawa Terdapat penduduk
Perkebunan Kelapa Kegiatan di sektor migran yang datang
sawit yang masih perikanan hanya karena pernikahan
aktif namun sebagai sampingan ataupun pekerjaan
penanamannya namun kini mulai dan mencari lokasi
banyak yang gagal berkembang untuk lahan
Terdapat pula eks khususnya nelayan pertanian
ijin lokasi tangkap di hutan Akses sangat terbatas
perkebunan kelapa gambut dan sungai karena tidak adajalan
sawit yang tidak Mulai berkembang darat
aktif di sekitar usaha sarangburung| . Energi listrik dari
Dusun Puan Salib walet Listrik Desa selama 5
(Mekar Sari) jam saja
Muara Beloan Status kawasan Dominan sektor Mayoritas penduduk
keseluruhan berupa perikanan dengan Suku Kutai dari
KBNK mencari ikan di Muara Pahu yang
Terdapat ijin lokasi sungai dan rawa- menetap untuk
perkebunan kelapa rawa mencari lokasi

tempat mencariikan.

Pernah ada satu
dusun dari
pemukiman Suku
Dayak Tunjung,
tetapi kemudian saat
pemekaran memilih
bergabung dengan
Kampung Muara
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sering terjadi dan madu hutan Bunyut

konflik dengan rawa masih dijumpail « Akses sangat terbatas
Desa-Desa sekitar karena jalan darat
hanya bisa dilalui saat
musim kemarau

6. | Minta = Status kawasan = Sektor yang = Mayoritas penduduk
keseluruhanberupa|  berimbangantara asli Suku Kutai yang
KBNK perikanan dan mengkombinasikan

* Pernah ada ijin pertanian/ antara kegiatan
konsesi perkebunan pertanian lahan
perkebunan kelapa | = Komoditi basah (sawah), lahan
sawit tetapi tidak perkebunan yang kering saat kemarau
aktif karena lokasi utama yaitu dari gula) ~ dan palawija serta
bergambut dalam aren, kegiatan perikanan
tangkap dan

= komoditi pertanian
yaitu padi, jagung
dan sayuran yang
mampu mensuplai
ke Desa-Desa sekitar

budidaya (keramba)
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IV.2.1. Informasi Terkait Administrasi Desa

Enam Desa sebagai lokasi studi/studi ini berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 4 (empat) Desa yaitu Desa
Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis, Desa Semayang di Kecamatan Kenohan, Desa Kupang
Baru di Kecamatan Muara Kaman, dan Desa Tunjungan di Kecamatan Muara Kaman. Sementara dua
Desa dari Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung Muara Beloan di Kecamatan Muara Pahu dengan
Kampung Minta di Kecamatan Penyinggahan. Di Kabupaten Kutai Barat, makasebutan kampung adalah
nama lain dari istilah Desa yang dipergunakan untuk Desa-Desa yang ada disana.

Secara administratif, Desa-Desa yang dikunjungi ini telah memiliki batas-batas wilayah Desa
yang juga telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, hampir
seluruh Desa telah memperoleh Surat Keputusan mengenai penetapan batas, dan juga dalam proses
penegasan untuk persetujuan dari Desa-Desa yang berbatasan. Sementara di Kabupaten Kutai Barat,
walau sudah terdapat batas wilayah yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten tetapi sebagian besar
masih belum definitif dan belum memperoleh pengakuan dari Desa-Desa yang berbatasan langsung.

Aspek historis dari masing-masing kawasan pemukiman di masa lalu yang rumit, dengan
penggunaan lahan yang kian masif khususnya era paska reformasi menjadi salah satu sebab mengapa
batas-batas wilayah Desa ini tidak kunjung selesai. Sebagai contoh adalah di Kampung Muara Beloan
yang merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Laong di Muara Pahu, yang awalnya hanya sebagai
lokasi tempat mencari ikan dan berkembang menjadi pemukiman maka batas-batas Desa ini tidak
diperhatikan.

Demikian juga dengan kehidupan masyarakat yang sebagian besar dari mencari ikan, maka
penggunaan lahan untuk kawasan pertanian yang kurang berkembang kemudian berimplikasi kepada
ketiadaan hak tanam tumbuh dari warga masyarakat. Akibatnya, klaim mengenai batas-batas lahan
dengan Desa-Desa tetangga dengan akses luas terhadap penggunaan lahan dan terdapat tanam
tumbuh menjadi lebih kuat melalui klaim batas lahan sekaligus batas wilayah Desa atau kampung.

Pada Tabel 4, dapat disajikan data detail mengenai luas wilayah Desa maupun persentasenya
berdasarkan kepada data BPS yaitu Kecamatan Dalam Angka. Data ini selalu tersaji setiap tahun
tetapi sebetulnya kurang sesuai dengan batas aktual di kantor Desa atau dari hasil penegasan batas
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oleh Pemerintah Kabupaten.

Karena batas-batas tersebut cenderung berasal dari hasil proyeksi spasial tanpa konsolidasi data
di lapangan. Sebagai contoh misalnya Desa Kupang Baru, dimana Desa ini hanya memiliki luas 149
km?. Padahal secara aktual, Desa Kupang Baru yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten
Kutai Timur ini memiliki persentase terluas yang paling besar di Kecamatan Muara Kaman, bahkan
dibandingkan dengan Desa Tunjungan sendiri yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Muara
Kaman Ulu yang tercatat sebagai Desa dengan persentase terluas di Kecamatan Muara Kaman.

Tabel 4. Wilayah Adminsitratif Desa-Desa Lokasi Studi

No | Lokasi Luas  Persentase wilayah  Batas-batas
Desa/Kampung (Km?) Kecamatan
1 Muara 20,00 1,80 Desa Melintang, Desa Enggelam, Desa
Enggelam Tanjung Batuq, dan Kampung Minta
Desa Sangkuliman, Desa Melintang,
2 Semayang 162.59 12.49 Desa Teluk Muda, Desa

Sebelimbingan dan Desa Tubuhan

Desa Senyiur, Desa Muara Siran,

3 .
ggfsng Desa Sedulang, Desa Liang Buaya
Tuni 149,00 4,37 Desa Muara Kaman Ulu,
4 1\/}11?;;1; san Desa Sabintulung, Desa
Liang Buaya
5 ﬁfilr?:; 311, 86 9,97 Desa Muara Bunyut, Desa Tanjung
6 Pagar, Desa Gunung Bayan,
70.40 1417 Kampung Bakung, Tanjung Batug,
Tanjung Haur
36,31 13,28

IV.2.2. Aksesibilitas Desa

Seperti umumnya Desa-Desa di kawasan gambut yang terisolir, maka akses dari dan menuju
Desa-Desa lokasi tersebut masih terbatas menggunakan sarana alat transportasi sungai atau perahu.
Hanya Kampung Muara Beloan yang masih dapat diakses melalui jalan darat, tetapi ini hanya dapat
dilakukan pada saat musim kemarau saja.

Sementara satu-satunya Desa/kampung yang dapat dilalui jalur transportasi umum berupa
kapal sungai hanyalah Kampung Minta saja. Desa-Desa yang lain sama sekali tidak memiliki jalur
transportasi umum atau regular baik transportasi darat maupun sungai. Dengan demikian, untuk
dapat mengunjungi dan pulang dari Desa tersebut, adalah praktis dengan menggunakan transporasi
kendaraan pribadi ataupun carter.

Berdasarkan jarak tempuh dari pusat Ibukota Kecamatan, maka lokasi studi yang terjauh
adalah Desa Kupang Baru yang jaraknya adalah kurang lebih 75 km. Jika di hitung jarak ke ibukota
Kabupaten maka Desa-Desa yang terjauh dapat diurutkan yaitu Desa Muara Enggelam, Minta dan
Kupang Baru. Ketiga Desa sama sekali tidak memiliki akses jalan darat serta membutuhkan waktu 3
jam lebih untuk dapat menuju ke pusat ibukota Kabupaten.
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Tabel 5.Jarak dan saran transportasi Desa-Desa lokasi studi

No Lokasi Jarak dari ibukota Sarana transportasi Waktu tempuh
Desa/Kampung kecamatan

1 Muara Enggelam 25 km ke Muara Wis Sungai dan danau 1,5jam

2 Semayang 24 km ke Kahala Sungai, dan darat 1jam

3 Kupang Baru 74 Km Ke Muara Kaman ulu Sungai 3jam

4 Tunjungan 25 km ke Muara Kaman Ul6u Sungai 1jam

5 Muara Beloan 20 km ke Tanjung Laong Sungai 1jam

6 Minta 16 km ke Penyinggahan Sungai 30 menit

IV.2.3. Aspek Demografi

Dalam konteks pembangunan wilayah perdesaan, maka penduduk merupakan modal atau
aset penting sebagai penggerak untuk pembangunan Desa yang meliputi jumlah atau kuantitas) serta
kualitas penduduknya. Komposisi penduduk dari lanskap Mahakam Tengah umumnya didominasi
oleh kelompok laki-laki (60%), tetapi pada kasus tertentu seperti di Desa Muara Enggelam dan Desa
Tunjungan, maka ternyata jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan.

Pada Desa-Desa penghasil ikan, maka dominasi dari jumlah penduduk perempuan ini adalah
bersumber dari pekerja perempuan untuk pengolahan ikan. Umumnya, mereka berasal dari kepala
keluarga perempuan atau dari kelompok perempuan putus sekolah yang mengikuti kerabat untuk
bekerja menjadi harian di pengolahan ikan. Misalnya untuk bekerja membersihkan atau menyiangi
ikan asin, menjemur dan mengemas, maupun membuka olahan makanan berbahan baku dari ikan
seperti kerupuk, amplang, ikan salai dan ikan rabuk.

Berdasarkan data penduduk dari statistik wilayah Kecamatan, maka data jumlah penduduk di
enam Desa/kampung lokasi studi dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 6. Data Demografi dari Desa-Desa lokasi studi

N Jumlah Jumlah Penduduk

o | Desa/ Kampung Dusun Jumlah RT Laki-laki Perempuan Total
1 | Muara Enggelam 1 6 346 739 939
2 | Semayang

3 | Kupang Baru 2 6 539 441 990
4 | Tunjungan 2 8 489 501 990
5 | Muara Beloan 1 4 812
6 | Minta 1 6 472 402 874

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (2020)

Dalam perspektif kualitas sumberdaya manusia dengan berdasarkan kepada level pendidikan,
maka rata-rata tingkat pendidikan di enam Desa/Kampung dalam lanskap Mahakam Tengah adalah
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mayoritas penduduk usia kerja dengan pendidikan tamatan sekolah dasar. Minimnya akses untuk
melanjutkan sekolah selepas tamat Sekolah Dasar di masa lalu, menjadi faftor penting rendahnya
tingkat pendidikan rata-rata di Desa-Desa lanskap Mahakam Tengah. Di sisi lain, daya tarik langsung
untuk terlibat dalam pekerjaan menjadi nelayan yang mampu menghasilkan uang juga menjadi
penyebab banyaknya penduduk usia sekolah memilih untuk tidak melanjutkan studi.

Dari enam lokasi studi ini, maka tingkat pendidikan rata-rata yang cukup tinggi ditemui di
Desa Muara Enggelam dengan Desa Semayang. Di Desa Muara Enggelam, walau akses transportasi
terbatas tetapi banyak anak-anak usia sekolah yang memilih keluar dari Desa untuk bersekolah dan
menetap di kota. Sementara di Desa Semayang, adanya ketersediaan akses transportasi yang lebih
mudah untuk menjangkau ibukota kecamatan dan kota-kota lain yang menyediakan fasilitas sekolah
lanjutan telah menjadi pendorong anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan studi.

IV.2.4. Kawasan Permukiman dan Mobilitas

Lokasi studi di enam Desa/Kampung dalam lanskap Mahakam Tengah merupakan Desa-Desa
tradisional kawasan gambut di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi pemukiman tradisional mereka
berada di atas rawa-rawa atau bantaran sungai yang minim akses dan terpencil, sehingga di kawasan
ini dibuat perumahan yang umumnya berupa rumah kayu pangggung dari jensi kayu rawa maupun
kayu ulin. Sarana jalan di kawasan pemukiman yang menghubungkan pemukiman warga adalah
berupa jalan jembatan kayu yang terbuat dari kayu ulin.

Secara historis, maka banyak pemukiman di wilayah gambut yang terbentuk karena aktivitas
mencari ikan. Lokasi-lokasi tersebut awal mulanya adalah daerah yang potensial dan untuk mencari
ikan yang dilakukan para pendatang dari Desa sekitar atau luar daerah, kemudian mereka bermukim
sementara selama beberapa hari mencari ikan. Tetapi cerita kesuksesan dan kemudahan perolehan
ikan di lokasi-lokasi baru tersebut telahmenjadi daya tarik bagi penduduk lainnya, sehingga kemudian
berkembang menjadi pemukiman dan menjadi Desa definitif baru terpisahdari Desainduknya.

Misalnya kawasan pemukiman dari Desa Muara Enggelam, yang awalnya merupakan migran
kalangan pemukim nelayan dari beberapa wilayah Desa seperti Melintang, Tubuhan, Muara Muntai dan
Muara Wis. Contoh lainnya adalah di Kampung Muara Beloan, yang semuanya adalah penduduk
suku Kutai dari Desa Muara Pahu yang awalnya pencari ikan di hulu Sungai Beloan. Sementara di
Desa Tubuhan, maka lokasi pemukiman ini awalnya terbentuk dari para nelayan pendatang Suku
Banjar yang mencarilokasi baru untuk mencari ikan di sekitar wilayah Muara Kaman.

Dinamika sosial budaya warga masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi,
dimana masyarakat modern dengan lebih banyak masifnya penggunaan teknologi dalam kelompok
masyarakat. Di enam lokasi studi, dengan akses yang terbatas dan pilihan sumber mata pencaharian
yang juga terbatas, maka keberadaan teknologi berkembang yang dibawa para pendatang maupun
pedagang yang datang ke Desa-Desa. Keberadaan alat-alat elektronik yang memudahkan dalam
pekerjaan rumah tangga, komunikasi dan ataupun transportasi kemudian juga mulai berkembang
secara masif di Desa-Desa.

Studi Konsep Desain - Desa Mandiri Peduli Gambut - Kalimantan Timur



28|

Gambar 5. Rona Pemukiman di Desa Muara Enggelam Kecamatan
Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Keberadaan teknologi yang masif, dalam banyak kasus dapat memudahkan serta membantu
masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun pada banyak kasus
yang khusus, maka keberadaan dan perkembangan teknologi juga memicu ekploitasi sumberdaya
alam yang lebih masif dan destruktif. Misalnya teknologi penangkapan ikan, dimana para nelayan
menggunakan alat setrum dan daya jangkau yang maksimal mempergunakan perahu bermesin.

Demikian juga dalam kegiatan pembalakan kayu dimana mesin chainsaw, mesin pancang
dan mesin perahu yang memiliki daya lebih besar justru telah memudahkan para pekerja kayu untuk
menebang lebih banyak dan lebih mudah. Pada kalangan kelompok wanita, menyebutkan bahwa
keberadaan dari teknologi memberi mereka kesempatan menikmati hiburan yang lebih banyak
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Keberadaan televisi, alat elektronik atau handphone mengurangi waktu-waktu produktif dari
kelompok wanita. Disisi lain, maka kebutuhan dan pengeluaran juga meningkat tetapi sebagian besar
kelompok wanita mengatakan bahwa teknologi dan modernisasi lebih banyak bermanfaat. Hal
tersebut karena adanya kebutuhan dan akses pengeluaran yang meningkat telah memacu motivasi
keluarga atau suami untuk lebih giat dalam mencari dan meningkatkan penghasilan. Teknologi juga
memudahkan dan meningkatkan mobilitas warga masyarakat dari dan keluar Desa untuk berbagai
keperluan.

Gambar dibawah ini memperlihatkan contoh mobilitas penduduk setelah adanya kemajuan
teknologi dan peningkatan infrastruktur di salah satu Desa yaitu Desa Kupang Baru di Kecamatan
Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Gambar 6. Peta Mobilitas Penduduk Mahakam Tengah di Desa Kupang Baru
Kecamatan Muara Kaman
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BAB V: TINJAUAN ANALITIS TENTANG DOKUMEN
PEMBANGUNAN DESA DI LOKASI STUDI

V.1. DESA MUARA ENGGELAM, KECAMATAN MUARA WIS, KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Gambar 7. Pemukiman Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis,
Kabupaten Kutai Kartanegara

Desa Muara Enggelam merupakan hasil pemekaran dari Desa Melintang pada tahun 1999 dan
menjadi Desa definitif sejak tahun 2002. Desa Muara Enggelam terletak di tepi Danau Melintang dan
berada di muara sungai yang menuju ke arah hulu Desa Enggelam, yang merupakan salah satu dari
tujuh Desa yang berada di wilayah Kecamatan Muara Wis di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitas
sekolah yang ada di Desa Muara Enggelam mulai dari Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu, Taman
Pendidikan Al-Qur’an Al Hikmah dan Sekolah Dasar Negeri 011 Muara Enggelam.

Prestasi yang diraih oleh Desa Muara Enggelam dalam tingkat nasional antara lain adalah 10
besar nominasi untuk juara lomba “Gapura Desa” dalam ajang 17 Agustus 2020, serta terbaik nomor
45 untuk pengelolaan Bada Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sementara unit usaha BUMDesa yaitu
pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal telah mendapatkan prestasi “Terbaik”
di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Prestasi ini kemudian mengundang banyak kalangan untuk
datang serta melakukan studi banding, baik yang berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
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Kalimantan Timur, kalangan perusahaan, maupun dari berbagai daerah di luar Pulau Kalimantan.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan di Desa Muara Enggelam tahun 2020, maka
total jumlah penduduk Desa Muara Enggelam berjumlah 189 KK dengan 80% penduduknya bermata
pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar. Total luas wilayah Desa ini adalah sebesar 10.884,01 Ha
yang memiliki 4 Rukun Tentangga (RT), dengan luasan wilayah di Desa Muara Enggelam yang masih
berhutan rawa adalah seluas 2.528 Ha.

Desa Muara Enggelam memiliki tipe paparan banjir yang rendah dikelilingi oleh hutan rawa.
Sehingga kebutuhan dasar dari warga masyarakat Desa Muara Enggelam seperti beras, sayur mayur,
daging ayam, susu dan nuah serta air minum didatangkan dari pusat Kecamatan Kota Bangun.

V.1.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Muara Enggelam telah disusun
oleh tim penyusun dokumen RPJMDesa yang berasal dari berbagai perwakilan pemerintahan Desa,
tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan jumlah sebanyak 7
orang. Proses penyusunan dokumen RPJMDesa Muara Enggelam mengikuti tahapan yang mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mengacu kepada kedua regulasi tersebut, maka tahapan penyusunan RPJMDesa di Muara
Enggelam tersebut dimulai dari musyawarah pada tingkat RT dan kemudian dibawa dalam forum
musyawarah Desa.

Aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam telah mengetahui keberadaan lahan gambut
di Desanya, dimana pengetahuan tentang lahan gambut ini diketahui ketika Dinas Kehutanan yang
mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi mengenai
keberadaan lahan gambut pada tahun 2012. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, telah disampaikan
bahwa hutan yang bergambut tidak boleh dialih fungsikan termasuk pembangunan apapun baik
untuk perkebunan maupun untuk kawasan pemukiman.

Walaupun telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah Desa Muara Enggelam ini,
tetapi karena pengetahuan tentang lahan gambut yang masih kurang serta belum adanya arahan dari
pihak Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dari Pendamping Desa/Lokal Desa mengenai lahan
gambut tersebut, maka dalam dokumen RPJMDes Muara Enggelam tidak dimasukkan secara khusus
isu mengenai lahan atau hutan gambut.

Pemerintah Desa Muara Enggelam telah membentuk kelompok ‘Masyarakat Peduli Api’ atau
MPA serta menganggarkan pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan operasional Kelompok
Masyarakat Peduli Api melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran
untuk biaya operasional Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) disediakan tiga kali dalam periode
satu tahun, tetapi jika tidak terjadi bencana kebakaran maka alokasi anggaran ini dapat digunakan
sebagai biaya perawatan berbagai peralatan kebakaran hutan.

Dokumen RPJMDesa Muara Enggelam dalam bentuk cetak tersedia di kantor Desa, sehingga
siapa saja yang memerlukan akan dapat langsung membacanya. Namun, tidak banyak masyarakat
ataupun tokoh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membacanya di kantor
Desa. Dokumen RPJM Desa Muara Enggelam tahun 2017-2022 telah mencantumkan Visi Desa’
Muara Enggelam ini adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Muara Enggelam yang Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan’,
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V.1.2. Profil Desa

Desa Muara Enggelam adalah merupakan pemekaran dari Desa Melintang yang pada tahun
2002 mendapatkan status sebagai Desa definitif. Posisi Desa Muara Enggelam berada di tepi Danau
Melintang dan di muara sungai menuju ke arah hulu Desa Enggelam, dan merupakan salah satu dari 7
Desa di wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 10.884,01 Ha.

Berdasarkan data dokumen Administrasi Pemerintahan Desa, total jumlah penduduk Desa
Muara Enggelam di tahun 2013 berjumlah 687 jiwa, yang meningkat menjadi 697 jiwa di tahun 2014.
Pada tahun 2015 jumlah penduduk Desa Muara Enggelam naik menjadi 708 jiwa, yang kembali naik
di tahun 2016 jumlah menjadi 728 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 728 jiwa, maka jumlah laki-
laki sebanyak 384 jiwa (53,75%) dan jumlah perempuan sebanyak 344 jiwa (47,25%).

Secara umum kondisi perekonomian Desa Muara Enggelam didominasi oleh beberapa mata
pencaharian utama warga masyarakat yaitu peternak dan nelayan.

Berdasarkan data perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun
2016, maka dapat diketahui bahwa Keluarga Miskin di Desa Muara Enggelam berjumlah 44 KK dan
Penyandang Tuna Netra sebanyak 1 orang.

V.1.3. Lembaga Kemasyarakatan
Beberapa organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Muara Enggelam antara
lain adalah sebagai berikut:

» Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang yang terdiri
dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan 2 orang Anggota.

*= Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang
yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Koordinator Bidang Usaha Ekonomi
Kerakyatan, Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Koordinator Bidang
Pemberdayaan Lingkungan.

»  Gerakan PKK (Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga) dengan jumlah anggota sebanyak 29
orang yang terdiri dari Pengurus (9 orang), Pokja I (5 orang), Pokja II (5 orang), Pokja III (5
orang) dan Pokja IV (5 orang).

= LINMAS dengan jumlah anggota sebanyak 3 orang,
» Karang Taruna “Setia Raja”.

= Kelompok Nelayan.

» Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan.

=  BUMDesa “Bersinar Desaku”.

V.1.4. Isu Pembangunan Strategis

Beberapa isu strategis pembangunan di Desa Muara Enggelam yang dapat diidentifikasi
antara lain adalah sebagai berikut:

» Pembangunan Sarana Perhubungan

» Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
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» Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat
» Peningkatan Taraf Pendidikan
= Pembangunan Nelayan dan Industri Kecil

= Pembangunan dan Penguatan Pendapatan Asli Desa

V.1.5. Temuan Penting Dari Studi Lapangan

@O REDMI NOTE 9
CO. AT QUAD CAMERA

Gambar 8. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam,
Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengumpulan data lapangan dilakukan salah satunya melalui focus group discussion (FGD)
bersama aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam untuk mengumpulkan informasi mengenai
tata kelola pemerintahan Desa. Forum ini dilaksanakan malam hari yang kemudian dilanjutkan
proses wawancara mendalam dengan pejabat Kepala Desa Muara Enggelam, dan telah menghasilkan
beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Muara Enggelam di tahun 2021 adalah kategori
“Desa Berkembang”, yang menunjukkan peningkatan mengingat dalam tahun 2019 masih berstatus
sebagai “Desa Tertinggal”. Kepala Desa Muara Enggelam saat ini dijabat oleh Bapak H. Juhar yang
telah menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Muara Enggelam selama 17 tahun (terhitung sejak tahun
2004), sementara pihakKetua BPD Desa Muara Enggelam baru saja berganti 4 bulan yang lalu.

Selama menjabat sebagai Kepala Desa, maka Bapak H. Juhar telah mengeluarkan Peraturan
Desa sekitar 34 buah peraturan. Peraturan Desa (Perdes) yang paling banyak dibuat adalah mengenai
RPJMDes, RPKDes, APBDes serta tentang kegiatan yang mendukung BUMDes maupun Peraturan
Desa tentang alat tangkap ikan. Desa Muara Enggelam belum memiliki Peraturan Desa mengenai
kebakaran hutan, karena masih menunggu adanya rujukan di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terkait dengan penanganan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Muara Enggelam,
maka biasanya dari pihak Dinas Kehutanan selalu menginformasikan kepada Desa Muara Enggelam
tentang keberadaan “titik api” di wilayahnya. Berdasarkan informasi ini maka Kelompok Masyarakat
Peduli Api (MPA) akan langsung bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pemadaman. Apabila
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kebakarannya cukup luas dan besar, maka pihak Dinas Kehutanan bersama Polsek dan Koramil akan
turut membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan tersebut.

Desa Muara Enggelam memiliki beberapa prestasi dan yang paling menonjol adalah terkait
dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDesa Desa Muara Enggelam memiliki
beberapa unit usaha antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal, Rumah Sarang Burung
Walet, Pasar Desa, Penyewaan Gedung, Pengolahan Kayu, TV Kabel dan Air Bersih. Pada tahun 2019,
dari berbagai unit-unit usaha yang dimilikinya, maka BUMDesa Muara Enggelam bisa menyumbang
sejumlah 78.000.000 kepada APBDesa. Kontribusi ini meningkat pada tahun 2020 yaitu Rp 83.540.000
yang disumbangkan dapat oleh BUMDesa Muara Enggelam kepada pendapatan Desa.

Selain telah memberikan kontribusi kepada pendapatan Desa melalui skema pendanaan di
APBDes, maka BUMDesa Muara Enggelam juga telah membantu mengkhitankan 13 hingga 14 anak
setiap tahunnya dalam bentuk program sunatan masal, dan membantu kegiatan keagamaan serta
kegiatan sosial lainnya. BUMDesa Muara Enggelam selalu membayar pajak setiap bulannya dan di
akhir tahunnya akan dilaporkan kepada pihak Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa.

V.1.5. Isu dan Fokus Utama Pembangunan Desa

Fokus utama Desa Muara Enggelam adalah menjadikan Desa Muara Enggelam sebagai ‘Desa
Mandiri’ yang mencakup program pembangunan utama Desa Muara Enggelam yaitu penyediaan air
bersih, yang saat ini sedang dikerjakan oleh program PANSIMAS Kabupaten Kutai Kartanegara dan
bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apabila instalasi ini telah selesai maka
akan diserahkan ke Desa Muara Enggelam, yang selanjutnya akan dikelola BUMDes sebagai unit
usaha air bersih yang juga layak untuk dapat diminum. Sumber air bagi kegiatan program air bersih
berasal dari sumber air yang ada di sekitar Desa dan diolah mengikuti prosedur dari PDAM.

V.5.3. Permasalahan dan Kendala Desa

Permasalahan dan kendala Desa Muara Enggelam saat ini adalah akses untuk menghubungi
kawasan Desa dan jaringan Internet, hal ini dikarenakan semua laporan Pemerintahan Desa harus
dilakukan proses uploadmelalui aplikasi secara online.
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Gambar 9. Peta lokasi Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara

V.2. DESA SEMAYANG, KECAMATAN KENOHAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Gambar 10. Pemukiman Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
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Desa Semayang terletak di tepi Danau Semayang yang secara administratif menjadi bagian
dari wilayah Kecamatan Kenohan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Semayang memiliki luas
wilayah sebesar 16.500 Ha, dengan struktur administratifnya mencakup 12 Rukun Tetangga (RT).
Sekolah yang terdapat di Desa Semayang adalah Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs)
dan Madrasah Aliyah (MA).

Berdasarkan dokumen data administrasi Pemerintahan Desa Semayang tahun 2020, jumlah
penduduk Desa Semayang berjumlah 1.500 jiwa atau 390 Kepala Keluarga (KK). Kebutuhan dasar
masyarakat Desa Semayang seperti: beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum
didatangkan dari pusat Kecamatan Kota Bangun.

V.2.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Semayang telah
disusun oleh tim penyusun dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok
masyarakat dan perwakilan kelompok perempuan. Penyusunan dari dokumen RPJMDesa Semayang
mengikuti tahapan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Aparatur Pemerintahan Desa, warga masyarakat serta lembaga Adat Desa Semayang telah
mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah Desanya setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi
Dinas Kehutanan (KPH) bersama lembaga BIOMA tentang Perhutanan Sosial pada akhir tahun 2019.
Meskipun demikian semua kalangan mulai aparatur Pemerintahan Desa, masyarakat dan lembaga
Adat di Desa Semayang masih belum memahami dengan baik tentang gambut tersebut. Sehingga
dalam penyusunan dokumen RPJMDesa Semayang tidak dimunculkan isu pembangunan mengenai
lahan atau hutan gambut di dalamnya.

Setelah kegiatan sosialisasi pihak Dinas Kehutanan (KPH) bersama dengan lembaga BIOMA
tentang inisiatif Perhutanan Sosial tersebut, maka Pemerintah Desa Semayang kemudian langsung
membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sejumlah dua (2) kelompok. Kelompok MPA ini
memiliki anggota kelompok sebanyak 15 orang, tetapi aktivitas dua kelompok Masyarakat Peduli Api
(MPA) ini hanya berjalan sebentar dan pada saat studi ini dilakukan sudah tidak aktif lagi.

Desa Semayang memiliki potensi sebagai Desa Wisata, karena wilayah Desa Semayang sudah
sering dikunjungi para wisatawan lokal yang biasanya berasal dari Kota Balikpapan, Tenggarong dan
Samarinda untuk memancing ikan di kawasan danau sekitar Desa Semayang. Beberapa wisatawan ini
sering bermalam di penginapan yang terdapat di Desa Semayang, sehingga hal ini menginspirasi
pemilik “Penginapan Dayaku” untuk terus menambah bangunan (kamar) bagi wisatawan yang akan
singgah dan atau bermalam di Desa Semayang.

Sebelum Pandemi COVID-19 menimbulkan pembatasan sosial, maka “Penginapan Dayaku”
selalu dipenuhi oleh para wisatawan lokal khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Sebagian besar
wisatawan yang singgah dan bermalam di “Penginapan Dayaku” adalah para pemancing ikan yang
datang bersama dengan anggota keluarganya.

Dengan melihat potensi wisata Desa yang dimilikinya, maka Pemerintahan Desa Semayang
berencana untuk membangun pelabuhan yang menghadap langsung ke tepi Danau Semayang dan
membangun beberapa fasilitas pendukungnya. Fasilitas seperti bangku dan shelter di pinggir danau
akan memungkinkan para wisatawan ini menikmati momen matahari terbenam sambil memancing
ikan. Selain itu masih ada atraksi lain yang banyak ditemui seperti kehadiran burung Bangau, dan
terkadang Pesut Mahakam dapat juga terlihat dari sungai yang ada di Desa Semayang apabila airnya
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cukup tinggi. Fasilitas lain yang juga akan dibangun di sekitar pelabuhan tersebut adalah beberapa
bangunan untuk penginapan bagi para wisatawan.

Gambar 11. Penginapan Dayaku yang berada di Desa Semayang,
Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
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Dokumen RPJMDesa Semayang dalam bentuk cetak telah tersedia di kantor Desa, sehingga
siapa saja yang memerlukan dapat langsung membacanya meskipun tidak banyak masyarakat dan
tokoh masyarakat yang memanfaatkannya. Dalam dokumen RPJM Desa Semayang tahun 2017-2022
dituliskan tentang Visi Desa Semayang yaitu adalah: Membangun Tata Kelola Desa yang Baik dan
Bersih guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera’

V.2.2. Profil Desa

Desa Semayang berada dalam wilayah Kecamatan Kenohan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 16.500 Ha. Desa Semayang memiliki 12 Rukun
Tetangga (RT) dengan jumlah penduduknya mencapai 1.342 jiwa atau 390 Kepala Keluarga (KK).
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desam aka dari total penduduk sebanyak 1.342 jiwa ini
terdapat laki-laki adalah sebanyak 701 jiwa dan jumlah perempuan adalah sebanyak 631 jiwa.

Secara umum perekonomian Desa Semayang didominasi oleh beberapa mata pencaharian
warga masyarakat yang menjalankan profesi sebagai nelayan, petani, pedagang, PNS, tukang, guru,
bidan/perawat, pensiunan, sopir angkutan, buruh, jasa persewaan dan pekerja swasta.

V.2.3. Lembaga Kemasyarakatan

Beberapa organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Semayang antara lain
adalah sebagai berikut:
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» Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

» Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

» Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
» Posyandu.

=  Arisan.

= Simpan Pinjam.

= Kelompok Nelayan

= Karang Taruna.

Sementara prioritas pengembangan Desa Semayang antara lain adalah sebagai berikut:

» Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
* Pembangunan sarana dan prasarana umum

» Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

V.2.4. Temuan Penting Dari Studi Lapangan

Gambar 12. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Semayang,
Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengumpulan data di Desa Semayang melalui diskusi focus group discussion (FGD) berhasil
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dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan bersama dengan aparatur pemerintahan di Desa
Semayang, sementara FGD kedua dengan perwakilan tokoh masyarakat, lembaga Adat dan aparat
Desa Semayang guna mendapatkan informasi yang lebih detil mengenai tata kelola pemerintahan
Desa. Kedua kegiatan diskusi tersebut dan dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Semayang
telah menghasilkan beberapa catatan penting sebagai berikut.

Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Semayang di tahun 2021 adalah kategori
“Desa Berkembang”, yang sudah menunjukkan kemajuan dari status periode sebelumnya dengan
status “Desa Tertinggal”. Desa Semayang memiliki target untuk mencapai status IDM hanya dalam
kategori “Desa Maju” saja, hal ini pihak Pemerintah Desa mendapatkan informasi bahwa akan ada
banyak pengurangan anggaran apabila status IDM tersebut telah menjadi “Desa Mandiri”.

Dokumen RPJMDesa Semayang dalam bentuk Aardcopytersedia di kantor Desa, namun tidak
banyak masyarakat atau tokoh masyarakat yang memimjam untuk membacanya, termasuk para
Ketua RT yang masih ada yang belum sempat membaca dokumen RPJMDes tersebut.

Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Semayang mencakup peraturan
tentang RPJMDes, RPKDes, dan APBDes dan juga telah memiliki Peraturan Desa mengenai larangan
alat tangkap. Namun, Peraturan Desa mengenai larangan alat tangkap dari Desa-Desa yang berada di
pesisir Danau Semayang dan Danau Melintang seringkali berbeda muatannya, akibatnya praktik ini
masih sering terjadi yang merusak ekosistem Danau Semayang dan Danau Melintang.

Pemerintahan Desa Semayang juga telah membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat
Pengawas) untuk mengawasi berbagai kegiatan illegal yang dilakukan di sekitar Danau Semayang.
Aktivitas ilegal ini mencakup praktik penyetruman, penangkapan ikan dengan obat dan penggunaan
jaring trawl Meskipun sudah ada pengawasan, tetapi pelanggaran masih tetap sering terjadi karena
POKMASWAS tidak mampu untuk menerapkan sanksi yang diatur Peraturan Desa tentang larangan
alat tangkap tersebut.

Pada saat terjadi peristiwa kebakaran lahan dan hutan dalam wilayah Desa Semayang, maka
yang akan bergerak terlebih dahulu untuk memadamkan kebakaran yaitu dari pengurus RT (Rukun
Tetangga). Hal ini dikarenakan peralatan pemadam kebakaran berupa mesin pompa besar, selang air,
dan nosol telah dimiliki di 8 RT sementara 4 RT masih belum memiliki. Untuk operasional kegiatan
pemadam kebakaran ini telah dianggarkan oleh Pemerintahan Desa Semayang, yang bersumber dari
APB Desa Semayang. Kebakaran di lahan rawa atau lahan gambut yang ada di Desa Semayang telah
terjadi sejak lama dan biasanya terjadi saat musim kemarau panjang.

Pemerintahan Desa Semayang bersama masyarakat Desa memiliki rencana untuk membuat
Reservat (suaka perikanan) di lahan rawa/gambut dengan melakukan penanaman tanaman Kahoy;,
Kedemba dan Kratum. Rencana kegiatan Desa ini akan didampingi lembaga BIOMA dengan skema
Perhutanan Sosial di lahan gambut seluas 2.000 Ha.

Saat ini usulan permohonan Hutan Desa (Hutan Kahoy) sedang dalam proses di Kantor Dinas
Kehutanan (KPH), dengan harapan bahwalahan rawa/gambut dapat kembali rimbun melalui program
penanaman tersebut. Dengan kembalinya kondisi hutan rawa gambut ini, maka pada saat musim
penghujan membawa air pasang naik dan turun akan membuat ikan-ikan keluar menuju Danau
Semayang untuk ditangkap oleh nelayan.

Program ini muncul sebagai keprihatinan akibat hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa
Semayang yang semakin lama menunjukkan penurunan hasil tangkapan ikannya. Di masa dahulu
para nelayan mengandalkan tangkapan ikan Biawan dengan Ikan Haruan (Sepat Siam), tetapi saat ini
yang banyak ditangkap adalah ikan Nila sebagai andalan nelayan yang ada di Desa Semayang.

Lahan rawa atau lahan gambut memang tidak ditanami oleh masyarakat sejak dahulu, walau
ada masyarakat yang pernah mencoba menanami dengan tanaman padi tetapi ternyata hama tikus
muncul sangat cepat. Penanaman padi ini juga selalu berpacu dengan air pasang saat musim hujan
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tiba, sehingga panen cenderung mengalami kegagalan. Masyarakat di Desa Semayang hanya dapat
melakukan penanaman padi pada saat musim kemarau panjang saja, dan kegiatan penanaman padi
ini biasanya dilakukan di lahan Danau Semayang ketika airnya surut.

BUMDesa Semayang baru terbentuk dalam tahun 2018 dan memiliki usaha dalam penjualan
perahu fiber yang bekerjasama dengan lembaga keuangan, sehingga memungkinkan pembayaran
dapat dilakukan secara kredit/mencicil. Perahu fiber ini telah banyak dibeli oleh masyarakat untuk
dipergunakan dalam mencari ikan, dan dari kegiatan ini maka BUMDesa Semayang telah berhasil
membuat sekitar 100 perahu fiber. Dalam pelaksanaan bisnis ini, maka BUMDesa Semayang hanya
sebagai pemberi modal saja dan membantu masyarakat Desanya yang berprofesi sebagai nelayan.

Lembaga Adat yang ada di Desa Semayang memiliki tugas dalam menentukan batas wilayah
Desa dan batas wilayah Desa, dimana kepengurusan lembaga Adat ini dilantik oleh Kepala Desa dan
juga mendapatkan dana operasional dari APBDes Semayang. Lembaga adat ini juga memiliki tugas
menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan dan batas wilayah, dan selalu dilibatkan Pemerintah Desa
Semayang dalam pertemuan atau musyawarah Desa. Lembaga Adat juga terlibat dalam proses
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Kegiatan gotong royong di
Desa Semayang masih berjalan sampai saat ini, seperti misalnya untuk pelaksanaan kegiatan
pembersihan jalan Desa.

Hubungan antara Pendamping Desa/lokal Desa dengan Pemerintahan Desa Semayang telah
terbangun cukup bagus. Keberadaan Pendamping Desa cukup membantu pihak Pemerintahan Desa
Semayang, termasuk adanya kehadiran Tenaga Ahli Kabupaten (Tenaga Pendamping Profesional)
yang sering datang ke Desa Semayang untuk memberikan pendampingan administrasi.

V.25. Isu Utama dan Fokus Pembangunan Desa

Isu utama Desa Semayang adalah bagaimana menjadikan Desa Semayang ini sebagai ‘Desa
Mandiri’. ‘Desa Mandiri’ menurut persepsi Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa Semayang
adalah terpenuhinya seluruh fasilitas kebutuhan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang
dapat mencukupi kebutuhan pembangunan Desa.

Fokus utama program pembangunan Desa Semayang adalah ‘Pembangunan Desa Wisata’.

V.2.6. Permasalahan dan Kendala

Masalah serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Semayang adalah mengenai
ketersediaan alokasi anggaran. Dalam proses penganggaran yang telah disiapkan, terkadang biasanya
justru tidak dapat dilakukan dalam dokumen RPJMDes khususnya akibat pandemic Covid-19 karena
anggarannya diambil dari dana Desa. Permasalahan dan kendala lainnya adalah bagaimana adaptasi
dengan kondisi alam (banjir) yang berdampak terhadap penghasilan nelayan.

Di masa lalu, warga atau orang tua masih meramal cuaca melalui penerawangan bintang
tentang kondisi banjir tersebut. Tetapi saat ini kondisi banjir sudah tidak bisa di terawang lagi dan
bahkan menjadi sulit diprediksi.Dalam kearifan lokal di masyarakat Desa Semayang, ada pepatah
“Angin Satu Karung Beras” yang artinya adalah angin besar yang terjadi dan berlangsung secara terus
menerus yang berdampak kepada gelombang air tinggi.

Akibatnya, maka nelayan tidak bisa pergi mencari ikan (melaut) dan hal ini biasanya akan
berlangsung sampai persediaan beras satu karung yang ada di rumah habis dimakan oleh seluruh
anggota keluarga. Dengan kondisi banjir seperti ini, maka akan sangat berpengaruh terhadap sumber
penghasilan masyarakat Desa Semayang yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai nelayan
tangkap.
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Gambar 13. Peta lokasi Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

V.3. DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
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Gambar 14. Balai Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

41| Studi Konsep Desain - Desa Mandiri Peduli Gambut - Kalimantan Timur



12|

Desa Tunjungan secara administrasi adalah bagian dari wilayah Kecamatan Muara Kaman di
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayahnya mencapai 311,86 Km? dengan memiliki total 8
Rukun Tentangga (RT). Fasilitas sekolah yang terdapat di Desa Tunjungan hanyalah Sekolah Dasar
Negeri saja. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Tunjungan tahun 2020, maka total
jumlah penduduk Desa Tunjungan adalah berjumlah 1.030 jiwa atau 320 Kepala Keluarga (KK).

Akses kebutuhan dasar masyarakat Desa Tunjungan seperti beras, sayur mayur, daging ayam,
susu dan buah serta air minum adalah didatangkan dari pusat Kecamatan Muara Kaman.

V.3.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tunjungan disusun
bersama tim penyusun dokumen RPJMDesa yang berasal dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan kelompok perempuan. Penyusunan dokumen
RPJMDesa Tunjungan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Proses penyusunan dokumen RPJMDesa di Desa Tunjungan akan dimusyawarahkan terlebih
dahulu dalam musyawarah Desa, dan dokumen RPJMDes akan selalu menjadi rujukannya sehingga
hampir seluruh masyarakat mengetahui isi dari dokumen RPJMDesa Tunjungan tersebut.

Aparatur Pemerintahan Desa dan beberapa masyarakat Desa Tunjungan, telah mengetahui
keberadaan dari lahan gambut di wilayah Desanya sejak tahun 2006. Yaitu pada saat terjadi proses
pembuatan kanal untuk jalan pintas menuju Desa Sabintulung, dan mereka mendapatkan informasi
bahwa ketebalan gambut di Desa Tunjungan adalah lebih dari 7 meter. Walau demikian, kalangan
aparatur Pemerintahan Desa belum memahami dengan baik tentang lahan gambut sehingga dalam
pembahasan dokumen RPJMDes Tunjungan tidak memasukkan isu tentang perlindungan gambut.

Di wilayah Desa Tunjungan terdapat Ijin Konsesi PT. Agro Tirta Kencana (Perkebunan Sawit)
dengan luas 150 ha, dan juga ada kelompok plasmanya yang dikelola oleh warga kelompok tani yang
memiliki kebun plasma seluas sekitar 30 Ha.

V.3.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan
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Gambar 15. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman,
Kabupaten Kutai Kartanegara
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Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui diskusi focus group discussion (FGD) yang
dihadiri Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, dalam rangka mendapatkan informasi tentang tata
kelola pemerintahan Desa. Diskusi pada saat sore hari tersebut dilanjutkan dengan wawancara
bersama Kepala Desa telah menghasilkan beberapa catatan antara lain sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tunjungan di tahun 2021 adalah dalam kategori
status “Desa Tertinggal”, dan sudah mengalami kemajuan karena pada tahun 2017 status IDM Desa
Tunjungan dalam kategori “Desa Sangat Tertinggal”. Pembangunan di Desa Tunjungan lebih banyak
dilakukan melalui dana anggaran Pemerintahan Desa, dan kadang dibantu juga oleh Dana Aspirasi
sementara bantuan pembangunan Desa dari perusahaan belum diterima di Desa Tunjungan.

Dokumen RPJMDesa Tunjungan dalam bentuk cetak (hardcopy) tidak tersedia di kantor
Desa, sehingga warga masyarakat maupun para tamu yang datang tidak dapat membacanya atau
mempelajari dokumen RPJMDes tersebut.

Desa Tunjungan belum memiliki kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), tetapi di Desa
Tunjungan telah ada kelompok ‘Relawan Peduli Bencana’ yang terbentuk pada tahun 2020. Relawan
Peduli Bencana ini telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepata Desa serta memiliki anggaran
operasional yang berasal dari APBDesa. Pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa
Tunjungan, maka kelompok Relawan Peduli Bencana ini yang akan bergerak untuk memadamkan api
dengan terlebih dahulu akan berkoordinasi kepada pihak Polsek dan Koramil.

Hubungan di antara Pendamping Desa/Lokal Desa dengan Pemerintahan Desa Tunjungan
cukup bagus, dan kehadiran para Pendamping Desa ke Desa Tunjungan biasanya dapat mencapai 4
kali dalam sebulan.

V.33. Isu Utama

Berdasarkan hasil diskusi focus group discussion (FGD)bersama Aparatur Pemerintahan Desa
Tunjungan, maka isu utama di Desa Tunjungan adalah pembangunan akses jalan dan listrik bagi
masyarakat Desa.
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Gambar 16. Peta lokasi Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
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V.3.4. Fokus Utama Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil diskusi focus group discussion (FGD) bersama dengan Aparatur Pemerintahan
Desa Tunjungan, maka fokus utama program pembangunan Desa Tunjungan adalah pembangunan
insfrastruktur seperti: Pembangunan jalan antar Desa dan Pembangunan instalasi listrik (PLTD atau
PLTS) serta Pengadaan Tower Internet.

V.3.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil diskusi focus group discussion (FGD) bersama Aparatur Pemerintahan Desa
Tunjungan, maka permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintahan Desa Tunjungan adalah
mengenai alokasi anggaran pembangunan Desa. Proses penganggaran yang dilakukan kadang tidak
dapat direalisasikan karena dananya lepas dari dokumen RPJMDes, terlebih lagi dalam kondisi
COVID 19 saat karena justru alokasi anggarannya diambil dari dana Desa. Permasalahan dan kendala
lainnya adalah insfrastruktur Desa seperti jalan antar Desa, instalasi listrik dan jaringanInternet.

V.4. DESA KUPANG BARU, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Desa Kupang Baru secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Muara Kaman di
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayahnya sebesar mencapai 149 Km? dengan memiliki 6
Rukun Tetangga (RT). Pada sekitar tahun 1983, Desa Kupang Baru adalah merupakan bagian dari
dusun di Desa Muara Siran. Sekolah yang terdapat di Desa Kupang Baru hanya Sekolah Dasar Negeri.

Gambar 17. Pemukiman Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data dokumen administrasi Pemerintahan Desa Kupang Baru di tahun 2020,
jumlah penduduk Desa Kupang Baru berjumlah 285 jiwa atau 100 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat
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Desa Kupang Baru rata-rata berprofesi sebagai petani (berdasarkan KTP), walaupun juga mempunyai
profesi sebagai nelayan sungai. Kebutuhan dasar masyarakat Desa Kupang Baru seperti beras, sayur
mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum didatangkan dari Kecamatan Muara Kaman.

V.4.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Kupang Baru disusun
oleh tim penyusun dokumen RPJMDesa yang berasal dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan total jumlah 11 orang. Proses
penyusunan dokumen RPJMDesa Kupang Baru mengikuti tahapan yang terdapat dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJMDesa Kupang Baru ini, maka setiap usulan dari
masyarakat akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya diakomodir dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes).

Aparatur Pemerintahan Desa di Kupang Baru telah mengetahui keberadaan lahan gambut di
wilayah Desanya, tetapi mereka belum memahami dengan baik tentang lahan gambut ini sehingga
dalam pembahasan dokumen RPJMDesa Kupang Baru tidak memasukkan isu mengenai gambut.

Di Desa Kupang Baru, semua kalangan masyarakat mengenal gambut dalam _efini lokal
dengan sebutan “Rapak”. Pengetahuan lokal tentang gambut dari masyarakat Kupang Baru adalah
lahan yang tidak ada unsur tanahnya yang sebenarnya masih dapat digunakan, namun masyarakat
tidak mengetahui cara menggunakan atau mengelola lahan tersebut. Rapak belum tentu bergambut,
tetapi jika lahan tersebut bergambut maka secara otomatis akan berupa kawasan ‘Rapak’ (rawa).

Desa Kupang Baru merupakan Desa yang berada dalam kawasan Cagar Alam Muara Kaman
Sedulang. Meskipun demikian, Desa Kupang Baru telah memiliki Surat Keputusan Penetapan dari
Bupati Kutai Kartanegara secara _efinitive. Sehingga proses pembangunan yang berasal dari anggaran
pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tetap berjalan seperti Desa-
Desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen RPJMDesa Kupang Baru dalam bentuk hardcopytidak tersedia di kantor Desa, dan
ini membuat warga masyarakat maupun tokoh masyarakat tidak dapat mengaksesnya.

V.4.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) yang
menargetkan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang dilakukan guna mendapatkan informasi tentang
tata kelola pemerintahan Desa. Diskusi dilakukan di malam hari dan dilanjutkan dengan wawancara
kepada Kepala Desa yang telah menghasilkan beberapa catatan penting sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kupang Baru pada tahun 2021 adalah kategori
“Desa Tertinggal”, sementara pada tahun 2019 status Desa Kupang Baru masih berada dalam kategori
“Desa Sangat Tertinggal”. Pembangunan di Desa Kupang Baru lebih banyak dilakukan oleh anggaran
Pemerintah Desa, dan kadang juga ada bantuan dana dari pihak Perusahaan dalam hal ini adalah PT
Gunung Bayan.

Masyarakat Desa Kupang Baru telah mengetahui tentang Visi dan Misi Kepala Desa’ yang
termuat dalam dokumen RPJMDes, dan apabila ada program yang tidak berjalan maka masyarakat
selalu menanyakan secara langsung kepada Pemerintah Desa. Walau demikian, dokumen RPJMDesa
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Kupang Baru dalam bentuk hardcopytidak tersedia di kantor Desa, sehingga masyarakat maupun
tamu yang datang tidak dapat membacanya atau mempelajari dokumen RPJMDes tersebut.

@O REDMI NOTE 9
OO Al QUAD CAMERA.

Gambar 18. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang Baru,
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Sejarah kampung masyarakat Desa Kupang Baruberawal dari Kampung Sedeman (seharusnya
namanayaadalah Kampung Sedendam dan dapat dilihat dari aplikasi google eart/map). Keberadaan
masyarakat di Desa Kupang Baru telah ada sejak zaman Belanda, dengan adanya bukti yang berupa
papan nama kuburan (foto nisan kuburan) dengan bertuliskan tahun kematiannya yang berada di
wilayah Desa Kupang Baru

Masyarakat Desa Kupang Baru rata-rata adalah berprofesi sebagai petani (berdasarkan KTP),
walaupun juga memiliki profesi sebagai nelayan. Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa
Kupang Baru biasanya adalah mengenai RPJMDes, RPKDes, dan APBDes saja.

Pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Kupang Baru, maka pihak RT
akan bergerak lebih dahulu untuk memadamkan kebakaran tersebut. Hal ini dikarenakan peralatan
pemadam kebakaran yang berupa mesin pompa besar, selang air, dan nosol tersedia dalam masing-
masing RT. Dari pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di seberang Desa Kupang Baru
juga turut membantu dengan menurunkan tim pemadam kebakarannya.

Potensi sarang burung walet cukup menjanjikan di Desa Kupang Baru, karena masih banyak
hutan di sekitar Desa. Hasil sarang burung walet dari rumah sarang burung walet yang terdapat di
Desa Kupang Baru dapat menghasilkan sarang burung walet yang lebih bersih dan lebih berat (cukup
tebal).

V.4.3. Isu Utama

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang Baru,
maka isu utama Desa Kupang Baru adalah pembangunan akses jalan dan listrik bagi masyarakat.
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V.44, Fokus Utama Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama aparatur Pemerintahan di Desa Kupang Baru, maka
fokus utama program pembangunan Desa Kupang Baru adalah pembangunan insfrastruktur seperti
misalnya pembangunan jalan antar Desa, pembangunan sarana jaringan air bersih dan pembangunan
instalasi listrik (PLTD atau PLTS) serta pengadaan tower internet.

Pembangunan jalan tembus dari Desa Kupang Baru menuju ke wilayah Liang Buaya yang
berjarak sekitar 80 km (bisa lanjut ke daerah Sedulang), telah diusulkan oleh pihak Pemerintah Desa
Kupang Baru. Tetapi saat ini jalan penghubung antar Desa tersebut baru berjalan sejauh 8 km. Untuk
pembangunan instalasi listrik belum diajukan Pemerintah Desa kepada PLN, demikian pula halnya
dengan program air bersih (Pamsismas) yang belum berjalan. Sementara untuk tower internet, maka
Pemerintah Desa Kupang Baru telah mengusulkan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Tetapi karena total pengguna telepon/internet di sekitar Desa Kupang Baru masih belum
memenuhi persyaratan, karena adanya minimal persyaratan 2.000 pengguna, maka usulan tersebut
belum dapat terealisasikan. Apabila pengguna telpon dari masyarakat Desa Kupang Baru ditambah
dengan pengguna telpon dari pegawai perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka jumlahnya total
minimal mungkin dapat tercapai. Selain kendala dari jumlah pengguna telpon, ada kendala lainnya
yaitu mengenai lokasi Desa Kupang Baru yang berada dalam kawasan Cagar Alam.

V.4.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama dengan aparatur Pemerintahan Desa Kupang Baru,
maka dapat disimpulkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Kupang
Baru adalah mengenai anggaran. Rencana penganggaran yang sudah ada dalam dokumen RPJMDes,
ternyata harus dihapuskan karena kondisi pandemic Covid-19 sehingga anggarannya tidak ada lagi dalam
alokasi dana Desa. Permasalahan dan kendala lainnya adalah insfrastruktur Desa seperti jalan antar
Desa, instalasi listrik, air bersih dan jaringan internet.

Samarinda
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Gambar 19. Peta lokasi Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara
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V.5. KAMPUNG MUARA BELOAN, KECAMATAN MUARA PAHU, KABUPATEN KUTAI
BARAT

Kampung Muara Beloan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten
Kutai Barat dengan luas wilayahnya 843 Km? dan memiliki 4 Rukun Tentangga (RT). Sekolah yang
terdapat di Kampung Muara Beloan hanya Sekolah Dasar Negeri.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kampung Muara Beloan tahun 2020, jumlah
penduduk berjumlah 688 jiwa atau 217 KK.

Kebutuhan dasar masyarakat Kampung Muara Beloan, seperti : Beras, Sayur Mayur, Daging
Ayam, Susu dan Buah serta Air Minum di datangkan dari Kecamatan Melak.

Gambar 20. Jembatan kayu Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat

V.5.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) di Muara Beloan
disusun oleh tim penyusun dokumen RPJMKampung yang berasal dari perwakilan pemerintahan
kampung, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan arahan dari
Pendamping Desa. Proses penyusunan dokumen RPJMKampung Muara Beloan mengikuti tahapan
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seluruh proses penyusunan dari dokumen RPJMKampung Muara Beloan dimusyawarahkan
melalui musyawarah kampung. Dokumen RPJMKampung Muara Beloan di dalam bentuk cetak
(hardcopy) tidak tersedia di kantor Desa sehingga masyarakat maupun tokoh masyarakat tidak dapat
mengaksesnya.
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